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P U  T  U  S  A  N
No.  477 K/TUN/2007 . -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H   A G U N G

memer iksa  perkara  Tata  Usaha  Negara  dalam  t i ngka t  kasas i  

te l ah  memutuskan  sebaga i  ber i ku t  da lam perkara  :

I .  1. PRAMUDJIE disebut  juga  DJIE  ING HO,  

Kewarganegaraan  Indones ia ,  Peker j aan  

Swasta ,  ber tempat  t i ngga l  d i  Ja lan  Dhoho 

No.  17 Kedi r i  ;  

2.  ROSSMINI  SANTOSO disebut  juga  DJIE  GIOK 

NIO,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Swasta ,  ber tempat  t i ngga l  d i  

Ja lan  Imam Bonjo l  No.  109 Surabaya  ;

Keduanya  dalam  hal  in i  member i  kuasa  

kepada  :  Agoeng  Boedh ian ta ra ,  SH.  dan 

Judha  Sasmi ta ,  SH. ,  Advokat /Penasehat  

Hukum,  berkan to r  d i  Ja lan  Ket in t ang  

Permai  BA-10 Surabaya ,  berdasarkan  sura t  

kuasa  khusus  tangga l  27 Maret  2007 ;  

Pemohon  Kasas i  I  dahu lu  Tergugat  I I  

In te r vens i  I , I I / P emband ing  I I

I I .  YOELIANTO  (YAP  YOE  YAN),  

Kewarganegaraan  Indones ia ,  Peker j aan  

Wiraswasta ,  ber tempat  t i ngga l  d i  Ja lan  

Yos Sudarso  No.  74 Kota  Kedi r i ,  da lam hal  

in i  member i  kuasa  kepada  :  Tonny  Gunawan,  

SH. ,  Advokat ,  berkan to r  d i  Ja lan  Dukuh 

Kupang  XXIV  No.  33  Surabaya,  berdasarkan  

sura t  kuasa  khusus  tangga l  9  September  

2006 ;

Pemohon  Kasas i  I I  dahu lu  

Penggugat /Te rband ing / - Pembanding  I I I  ;

m e l  a w a n :

KEPALA  KANTOR  PERTANAHAN  KOTA  KEDIRI ,  

berkedudukan  di  Ja lan  Mayor  Bismo  No.  25  

Hal .  1 dar i  46 hal .  Put .  No.  477 
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Kota  Kedi r i ,  da lam  ha l  in i  member i  kuasa  

kepada  :

1.  Mochamad  Anwar ,  Kewarganegaraan  

Indones ia ,  Peker j aan  Kepala  Seks i  

Sengketa  Konf l i k  dan Perkara  Per tanahan  ;

2.  Sugeng  Sat r i awan ,  Aptnh ,  

Kewarganegaraan  Indones ia ,  Peker j aan  

Kepala  Sub Seks i  Perkara  Per tanahan  ;

3.  Eko  Pr i yanggodo,  Aptnh ,  

Kewarganegaraan  Indones ia ,  Peker j aan  

Kepala  Sub Seks i  Penetapan  Hak ;

Berdasarkan  sura t  kuasa  khusus  tangga l  15  

Nopember  2006 ;

Termohon  Kasas i  dahu lu  

Tergugat /Pemband ing  I  ;

Mahkamah Agung te rsebu t   ;

Membaca sura t - sura t  yang  bersangku tan  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  sura t - sura t  te rsebu t  te rnya ta  

bahwa sekarang  Pemohon Kasas i  I I  dahu lu   sebaga i  Penggugat  

dan  Para  Pemohon  Kasas i  I I  dahu lu  sebaga i  Tergugat  I I  

In te r vens i  I , I I  te l ah  menggugat  sekarang  Termohon  Kasas i  

dahu lu  sebaga i   Tergugat  d i   muka  pers idangan    Pengadi l an  

Tata  Usaha  Negara  Surabaya  pada  pokoknya  atas   da l i l -

da l i l  :

1. Bahwa,  Penggugat  ada lah  pemi l i k  yang  sah  atas  sebuah  

bangunan  rumah yang  berd i r i  d i  atas  tanah  Negara  bekas  

Hak  Eigendom  Verpond ing  No.  1646,  setempat  yang  

te r l e t a k  di  Ja lan  Yos Sudarso  No.  74 Kota  Kedi r i ,  yang  

te l ah  berakh i r  pada  tangga l  24  September  1980.  Adapun  

dasar  kepemi l i k an  Penggugat  atas  bangunan  rumah  yang  

te r l e t a k  d i  ja l an  Yos  Sudarso  No.74  ada lah  Penggugat  

menempat i  bangunan  rumah te rsebu t  se jak  tahun  1939 dan  

sebaga imana  dike tahu i  pada  tahun  1963  kota  Kedi r i  

mengalami  bencana  a lam Banj i r  Bandang yang  diak iba t kan  

oleh  meluapnya  Sungai  Brantas  seh ingga  rumah Penggugat  

yang  te r l e t a k  berba tasan  dengan  sunga i  Brantas  
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te rendam  to ta l  dan  mengalami  kerusakan  yang  cukup  

parah /be ra t ,  seh ingga  t i dak  memenuhi  syara t  untuk  

di j ad i kan  sebuah  rumah  t i ngga l ,  karenanya  Penggugat  

membangun  kembal i  rumah  te rsebu t  secara  to ta l  

kese lu ruhan .  Selan ju tnya  pada  tahun  1979  Pemer in tah  

Kota  Kedi r i  melaksanakan  Proyek  Pelebaran  Ja lan  

Protoko l  te rmasuk  sepan jang  Ja lan  Yos  Sudarso  yang  

mengharuskan  rumah  t i ngga l  Penggugat  mundur  leb ih  

kurang  2  (dua)  meter ,  seh ingga  Penggugat  harus  

melakukan  Pembangunan  bag ian  depan  rumah t i ngga l  yang  

te r l e t a k  d i  Ja lan  Yos  Sudarso  No.  74  te rsebu t ,  

kemudian  pada  tahun  1988  Penggugat  dengan  te rpaksa  

harus  merubah  bentuk  bangunan  rumah  bag ian  belakang  

dengan  cara  meningg ikan  bangunan,  dika renakan  pada  

set i ap  musim  hu jan  vo lume  ai r  sunga i  Brantas  meluap  

seh ingga  membanj i r i  rumah  t i ngga l  Penggugat ,  

sebaga imana  Sal inan  Sura t  Keputusan  Wal iko tamadya  

Kepala  Daerah  Tingka t  I I  Kedi r i ,  Nomor  1052  Tahun  

1988,  te r t angga l  18  Agustus  1988,  ten tang  I j i n  

Mendi r i k an  Bangunan,  (V ide  Bukt i ,  P- 1) ,  te r l amp i r  ;

2. Bahwa berdasarkan  Sura t  Kete rangan  Pendaf ta ran  Tanah  

(SKPT)  Nomor  88  tahun  1988,  te r t angga l  28  Mei  1988  

yang  di te rb i t k an  o leh  Kepala  Kanto r  Per tanahan  

Kotamadya  Kedi r i  atas  permohonan  Penggugat  te l ah  je l as  

menyebutkan  Tanah Negara  bekas  Hak Eigendom Verpond ing  

nomor  1646  atas  nama ahl i  war i s  DJIE  KHIK THAN te lah  

berakh i r  se jak  tahun  1980  dan  ah l i  war is  DJIE  KHIK 

THAN t i dak  mengajukan  permohonan  hak,  seh ingga  menuru t  

hukum Penggugat  sebaga i  pemi l i k  Bangunan  Rumah yang  

te r l e t a k  di  Ja lan  Yos  Sudarso  No.  74  yang  berd i r i  d i  

atas  Tanah bekas  Eigendon  Verpond ing  nomor  1646 berhak  

untuk  mempero leh  Pr io r i t a s  utama  sebaga i  Pemohon  Hak 

atas  Tanah ;

3. Bahwa,  te lah  beru lang  ka l i  Penggugat  mengajukan  

Permohonan  Hak  kepada  Tergugat ,  namun  di to l a k ,  

seh ingga  pada  tangga l  9 Januar i  2006,  Penggugat  te l ah  

Hal .  3 dar i  46 hal .  Put .  No.  477 
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mengajukan  Permohonan  Hak Tanah  Negara  dan  Permohonan  

mana oleh  Terguga t  t i dak  di tanggap i  (V ide  Bukt i  P- 2) ,  

te r l amp i r  ;

4. Bahwa,  kemudian  pada  tangga l  7 Agustus  2006  Penggugat  

te l ah  mengajukan  lag i  Permohonan  Pr io r i t a s  Hak  Tanah  

Negara  kepada  Terguga t  ( Vide  Bukt i  P- 3,  te r l amp i r )  ;

5. Bahwa permohonan  yang  dia jukan  oleh  Penggugat  kepada  

Tergugat  se lan ju t nya  Tergugat  te lah  menolak  permohonan  

Penggugat  atau  dengan  kata  la i n  Tergugat  tanpa  alas  

hak  menyatakan  bangunan  rumah  yang  te r l e t a k  di  Ja lan  

Yos  Sudarso  No.  74  Kedi r i  mi l i k  bekas  Pemegang  Hak 

atau  Ahl i  Waris  je l as  a lasan  yang  di j ad i kan  dasar  oleh  

Tergugat  te r sebu t  ada lah  merupakan  t i ndakan  yang  

meleb ih i  kewenangan  Tergugat  sebaga i  pe jaba t  pub l i c  

dan  merupakan  peng ingkaran  te rhadap  fak ta  hukum ser ta  

bukt i - bukt i  yang  sah  yang  secara  yur i d i s  Penggugat  

ada lah  Pemi l i k  yang  sah  atas  bangunan  rumah  yang  

te r l e t a k  di  Ja lan  Yos  Sudarso  No.  74  Kedi r i ,  

sebaga imana  dalam  Sura t  Tergugat  nomor  500.035 .04 -

1721,  te r t angga l  4 September  2006 (V ide  Bukt i  P- 4) ,  

6. Bahwa,  dengan  adanya  t i ndakan  Terguga t  dengan  

menerb i t kan  Sura t  No. :500 .035 .01 - 1721,  te r t angga l  4 

September  2006  (V ide  Bukt i  P- 4) ,  maka  menuru t  hukum 

t i ndakan  Tergugat  te rsebu t  dapat  d ik l as i f i k a s i k an  

sebaga i  perbua tan  /  t i ndakan  yang  ber ten tangan  dengan  

kewaj i ban  Tergugat  sebaga i  Pejaba t  Tata  Usaha Negara  ;

7. Bahwa,  sebaga i  ak iba t  dar i  t i ndakan /pe rbua tan  Terguga t  

te rsebu t  menimbulkan  kerug ian  te rhadap  hak  dan  

kepent i ngan  Penggugat  untuk  mempero leh  Hak atas  Tanah  

sebaga imana  yang  di i j i n k an  oleh  pera tu ran  perundang-

undangan  yang sah ;

8. Bahwa oleh  karena  gugatan  in i  d ia j ukan  oleh  Penggugat  

masih  da lam  tenggang  waktu  sebaga imana  yang  te l ah  

di ten tukan  oleh  Undang- Undang,  maka  menuru t  hukum 

Gugatan  Penggugat  harus lah  di t e r ima  ;

Bahwa berdasarkan  hal - ha l   te rsebu t  d ia tas  Penggugat  

4
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mohon  kepada  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  

member ikan  putusan  sebaga i  ber i ku t :  

1. Mengabulkan  Gugatan  Penggugat  se lu ruhnya  ;

2. Menyatakan  Penggugat  berhak  untuk  mengajukan  

Permohonan  Hak  atas  Tanah  Bekas  Eigendom Verpond ing  

No.  1646,  setempat  yang  te r l e t a k  d i  Ja lan  Yos Sudarso  

No.  74 Kota  Kedi r i  ;

3. Menyatakan  Penggugat  sebaga i  Pemegang  Hak Utama untuk  

mengajukan  Permohonan  Hak atas  Tanah  Negara  Bekas  Hek 

Eigendom Verpond ing  No.  1646,  setempat  yang  te r l e t a k  

di  Ja lan  Yos Sudarso  No.  74 Kota  Kedi r i  ;

4. Menyatakan  t i ndakan  Tergugat  ber ten tangan  dengan  

kewaj i ban  yang  di ten tukan  o leh  Undang- Undang ;

5. Menyatakan  bata l  Sura t  No.  500.035 .04 - 1721,  tangga l  4 

September  2006  yang  di t e rb i t k an  oleh  Terguga t  dengan  

sega la  ak iba t  hukumnya yang  t imbu l  ;

6. Memer in tahkan  kepada  Tergugat  untuk  mencabut  Sura t  No.  

500.035 .04 - 1721,  tangga l  4 September  2006 ;

7. Memer in tahkan  kepada  Tergugat  untuk  memproses  leb ih  

lan ju t  Permohonan  Hak  atas  Tanah  eks  Eigendom 

Verpond ing  No.  1646,  setempat  yang  te r l e t a k  di  Ja lan  

Yos  Sudarso  No.  74  Kota  Kedi r i  yang  dia jukan  o leh  

Penggugat  ;

8. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  

t imbu l .

Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  

Tergugat  mengajukan  ekseps i  pada pokoknya   atas  dal i l - da l i l  

sebaga i  ber i ku t  :

1. Per lu  d i t egaskan  bahwa  apa  yang  menjad i  a lasan  bag i  

Tergugat  untuk  menerb i t kan  sura t  te r t angga l  04 

September  2006  No.  500.035 .04 - 1721  per iha l  permohonan  

pr io r i t a s  hak  tanah  negara  bekas  Eigendom Verp .  No.  

1647  (sebag ian )  dan  Verp .  No.  1707  (sebag ian )  yang  

te r l e t a k  d i  J l .  Yos  Sudarso  No.  74  Kelurahan  Pakelan  

Kecamatan  Kota  Kedi r i ,  ada lah  leb ih  bers i f a t  

pember i t ahuan  dan  bukan  merupakan  keputusan  yang  

Hal .  5 dar i  46 hal .  Put .  No.  477 
K/TUN/2007.
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bers i f a t  konkr i t ,  ind i v i dua l  dan  f i na l .  Terb i t nya  

sura t  te rsebu t  merupakan  bentuk  pelaksanaan  tugas  dan  

kewenangan  yang  dipe ro l eh  Tergugat  berdasarkan  

pera tu ran  perundangan  yang  ber laku .  Sehingga  

berdasarkan  pasa l  1  ayat  3  Undang  Undang  No.  5  Tahun  

1986  jo .  Undang Undang No.  9 Tahun  2004  ten tang  PTUN,  

sura t  te rsebu t  t i dak  b isa  d ik l as i f i k a s i k an  sebaga i  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara .  Menginga t  sura t  te r sebu t  

masih  bers i f a t  pember i t ahuan  dan  belum  f i na l ,  maka 

belum  menimbulkan  hak  dan  kewaj i ban  bag i  Penggugat  

ser ta  be lum  merug ikan  kepent i ngan  Penggugat ,  

sebaga imana  dimaksud  da lam  pasa l  53  ayat  1  Undang-

Undang No.  5 Tahun 1986.

2. Bahwa  te rb i t n ya  sura t  Kepala  Kantor  Per tanahan  Kota  

Kedi r i  tangga l  04  September  2006  No.  500.035 .04 - 1721  

dimaksudkan  kearah  penye lesa ian  yang  tun tas  dan  

menyelu ruh ,  te rka i t  rangka ian  perkara  perda ta  yang  

sedang  ber l angsung  anta ra  Sdr .  PRAMUDJIE  dkk  (se laku  

Penggugat  Perdata )  dengan  Sdr .  YOELYANTO (se laku  

Tergugat  perda ta /Penggugat  TUN)  yang  te rca ta t  d i  

Pengad i l an  Neger i  Kedi r i  sebaga i  gugatan  perkara  

perda ta  No.  30/Pdt .G /2006 /PN.Kdr .  Dar i  proses  

perad i l an  perda ta  te rsebu t  d iharapkan  dapat  d ipu tuskan  

s iapa  sesungguhnya  yang  berhak  atas  tanah  obyek  

perkara .  Oleh  karena  i t u  dengan  mendasarkan  pada pasa l  

2 ayat  c  Undang Undang No.  5 Tahun  1986,  sura t  Kepala  

Kanto r  Per tanahan  Kota  Kedi r i  tangga l  04  September  

2006  No.  500.035 .04 .1722  t i dak  te rmasuk  dalam 

penger t i an  Keputusan  Tata  Usaha Negara .

Bahwa te rhadap  gugatan  te rsebu t  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  Surabaya  te l ah  mengambi l  putusan ,  ya i t u  putusan  No.  

92/G.TUN/2006/PTUN.SBY.  tangga l  20  Maret  2007  yang  amarnya  

sebaga i  ber i ku t  :

DALAM EKSEPSI  :

-  Menolak  ekseps i  Terguga t  ;

DALAM POKOK PERKARA :
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1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  sebag ian  ;

2. Menyatakan  bata l  sura t  Terguga t  Kepala  Kanto r  

Per tanahan  Kota  Kedi r i  tangga l  4  September  2006  

Nomor  :  500.035 .04 - 1721  per iha l  Permohonan  Pr io r i t a s  

Hak Tanah Negara  ;

3. Memer in tahkan  Terguga t  Kepala  Kantor  Per tanahan  Kota  

Kedi r i  untuk  mencabut  Sura t  Tergugat  tangga l  4 

September  2006  Nomor  :  500.035 .04 - 1721  per iha l  

Permohonan Pr io r i t a s  Hak Tanah Negara  ;

4. “Memer in tahkan  kepada  Terguga t  untuk  mener ima  dan  

mencata t  da lam  buku  tanah  permohonan  penerb i t an  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dimohonkan  oleh  

Penggugat  berdasarkan  Sura t  Penggugat  tangga l  19  

Januar i  2006  dan  tangga l  7  Agustus  2006  ya i t u  berupa  

permohonan  hak  atas  tanah  bekas  Eigendom Verpond ing  

No.  1646,  setempat  dikena l  dengan  d i  Ja lan  Yos Sudarso  

No.  74 Kedi r i  sesua i  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku ”  ;

5. Menghukum  Tergugat  dan  Para  Tergugat  I I  In te r vens i  

secara  tanggung  ren teng  untuk  membayar  biaya  yang  

t imbu l  da lam perkara  in i ,  yang  dalam perad i l an  t i ngka t  

per tama ada lah  sebesar  Rp.  2.716 .000 , -  (dua  ju ta  tu juh  

ra tus  enam belas  r i bu  rup iah )  ;

6. Menolak  gugatan  Penggugat  yang se leb ihnya  ;

Menimbang,  bahwa dalam t i ngka t  banding  atas  permohonan  

Tergugat ,  Penggugat  dan  Para  Tergugat  I I  

In te r vens i /Pemband ing  putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

te rsebu t  te lah  dikua tkan  oleh  Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  

Negara  Surabaya  dengan  putusan  No.  

88/B .TUN/2007 /PT.TUN.SBY,  tangga l  18 Ju l i  2007 ;

Menimbang,  bahwa  sesudah  putusan  te rakh i r  in i  

d ibe r i t a hukan  kepada  Tergugat  I I  In te r vens i  

I , I I / P emband ing  I I  pada  tangga l  5  September  2007  kemudian  

te rhadapnya  oleh  Tergugat  I I  In te r vens i  I , I I / P emband ing  I I  

dengan  peran ta raan  kuasanya ,  berdasarkan  sura t  kuasa  

khusus  tangga l  27  Maret  2007  dia j ukan  permohonan  kasas i  

Hal .  7 dar i  46 hal .  Put .  No.  477 
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secara  l i san  pada  tangga l  17  September  2007   sebaga imana  

te rnya ta  dar i  akte  permohonan  kasas i  No.  

92/G.TUN/2006/PTUN.SBY.  yang  dibua t  o leh  Pani te ra  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Surabaya ,  permohonan  te rsebu t  

d i i ku t i  o leh  memor i  kasas i  yang  memuat  alasan- a lasan  yang  

di te r ima  di  Kepani t e raan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

te rsebu t  pada tangga l  24 September  2007 ;

Bahwa  sete lah  i t u  oleh  

Penggugat /Te rband ing /Pemband ing  I I I  yang  pada  tangga l  25  

September  2007  te l ah  diber i t a hu  ten tang  memor i  kasas i  dar i  

Tergugat  I I  In te r vens i  I , I I / P emband ing  I I  d ia j ukan  jawaban  

memor i  kasas i  yang  di te r ima  di  Kepani t e r aan  Pengadi l an  

Tata  Usaha Negara  Surabaya  pada tangga l  8 Oktober  2007 ;

Menimbang,  bahwa  sesudah  putusan  te rakh i r  in i  

d ibe r i t a hukan  kepada  Penggugat /Te rband ing /Pemband ing  I I I  

pada  tangga l  6  September  2007  kemudian  te rhadapnya  oleh  

Penggugat /Te rband ing /Pemband ing  I I I  dengan  peran ta raan  

kuasanya ,  berdasarkan  sura t  kuasa  khusus  tangga l  9  

September  2006  dia jukan  permohonan  kasas i  secara  l i s an  

pada  tangga l  19  September  2007  sebaga imana  te rnya ta  dar i  

akte  permohonan  kasas i  No.  92/G.TUN/2006/PTUN.SBY.  yang  

dibua t  o leh  Pani te ra  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Surabaya ,  permohonan  te rsebu t  d i i ku t i  o leh  memor i  kasas i  

yang  memuat  alasan- alasan  yang  di te r ima  di  Kepani te r aan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  te rsebu t  pada  tangga l  9  

September  2007 ;

Bahwa  sete lah  i t u  oleh  Terguga t  I I  In te r vens i  

I , I I / P emband ing  I I  yang  pada  tangga l  25  September  2007  

te l ah  dibe r i t a hu  ten tang  memor i  kasas i  dar i  

Penggugat /Te rband ing /Pemband ing  I I I  d ia jukan  jawaban  

memor i  kasas i  yang  di te r ima  di  Kepani t e r aan  Pengadi l an  

Tata  Usaha Negara  Surabaya  pada tangga l  8 Oktober  2007 ;

Menimbang,  bahwa  permohonan  kasas i  a  quo  beser ta  

alasan- alasannya  te l ah  dibe r i t a hukan  kepada  pihak  lawan  

dengan  seksama,  dia jukan  da lam  tenggang  waktu  dan  dengan  

cara  yang  d i t en tukan  dalam undang- undang,  maka oleh  karena  
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i t u  permohonan kasas i  te rsebu t  fo rma l  dapat  d i te r ima  ;

Menimbang,  bahwa  a lasan- alasan  yang  dia j ukan  oleh  

Pemohon  Kasas i  I /Te rguga t  I I  In te r vens i  1   da lam  memor i  

kasas inya  te rsebu t  pada pokoknya  ia l ah  :

1. Bahwa  putusan  pengad i l an  Tingg i  ta ta  

Usaha  Jawa  Timur  ONVOLDOENDE 

GEMOTIVEREERD,  ya i t u  putusan  tanpa  

per t imbangan  yang  cukup,  sekadar  

mengambi l  a l i h  per t imbangan- per t imbangan  

hukum  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Surabaya ,  padaha l  sebaga i  perad i l a n  

t i ngka t  band ing  (u lang )  :

a. Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Jawa 

Timur  seharusnya  mengadi l i  u lang  semua 

bag ian  da lam perkara  yang  dimohonkan  band ing  

;

b. J ika  Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  

Jawa  Timur  sependapat  dengan  per t imbangan  

hukum Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Surabaya ,  

seharusnya  s ikap  dan  pendapat  te rsebu t  

d i j e l a s kan  mela lu i  per t imbangan  hukum 

mengenai  bagian - bag ian  yang  sependapat  

te rsebu t ,  bukan  hanya  dengan  mengambi l  a l i h  

beg i t u  sa ja  per t imbangan  –  per t imbangan  

hukum Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  

hanya  dengan  alasan  per t imbangan  hukum 

te rsebu t  sudah  benar  dan tepa t  ;

c. Cara  perad i l an  yang  demik ian  in i  adalah  

menunjukkan  s ikap  malas  dan  t i dak  sungguh-

sungguh  Pengadi l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  

Jawa  Timur  da lam  memer iksa  dan  mengadi l i  

perka ra  in i  da lam t i ngka t  band ing  (u lang )  ;

d. Dengan perad i l an  demik ian ,  Pengad i l an  Tingg i  

Tata  Usaha  Negara  Jawa  Timur  yang  te l ah  

mengambi l  begi t u  sa ja  semua kesa lahan  da lam 

per t imbangan  hukum  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Hal .  9 dar i  46 hal .  Put .  No.  477 
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Negara  Surabaya ,  ba ik  mengenai  penerapan  

hukumnya  maupun  mengena i  fak ta  dan 

pembukt i annya  ;

Putusan  ONVOLDOENDE GEMOTIVEREERD  ada lah  bata l  demi  

hukum atau  set i dak - t i daknya  harus  diba ta l kan  ;

2. Bahwa Yudex Fact i e  sa lah  menerapkan  hukum 

mengenai  per t imbangan  hukum  yang  t i dak  

cermat  dan  bera t  sebe lah  ser ta  

mengesampingkan  fak ta - fak ta  hukum  yang  

te rungkap  dalam pers idangan .

a. Ternya ta  Yudex  Fact i e  da lam  memutuskan  perkara  

yang  dimohonkan  kasas i  in i  hanya  mendasarkan  

bukt i - bukt i  yang  dia jukan  oleh  Termohon  Kasas i ,  

tanpa  menel i t i  dan  mencermat i  bukt i - bukt i  fo rma l  

maupun  mater i i l  yang  d ia j ukan  oleh  Tergugat  I I  

In te r vens i / Pemband ing  I I /Pemohon  Kasas i  dan  

Tergugat  /  Pembanding  I .  Sebaga i  lembaga  yang  

berwenang  memutus  perkara ,  Yudex  Fact i e  

seharusnya  menguj i  kebenaran  fak ta  hukum  yang  

te rungkap  dalam  pers idangan  baik  yang  d ia j ukan  

oleh  Tergugat  I I  In te r vens i /Pemband ing /Pemohon  

Kasas i  dan  Tergugat /Pemband ing  I  maupun Termohon  

Kasas i .  Namun  te rnya ta  hal  te r sebu t  t i dak  

di l akukan  oleh  Yudex Fact i e  ;

b. Bahwa  putusan  pengad i l an  t i ngka t  per tama  yang  

mengabulkan  sebag ian  gugatan  Penggugat /Te rband ing  

I  ada lah  sangat  t i dak  tepa t  karena  je l as  

ber ten tangan  dengan  pr ins i p - pr ins i p  hukum  dan  

rasa  kead i l an .  Hal  in i  dapat  d ice rmat i  dar i  

per t imbangan  hukum  Yudex  Fact i e  t i ngka t  

menyatakan  Tergugat /Pemband ing  I  (Kepa la  Kanto r  

Per tanahan  Kota  Kedi r i )  te lah  melanggar  Asas  

Persamaan Per lakuan  dan Asas  Propors i na l i t a s  atas  

dasar  t i dak  d i t anggap inya  atau  t i dak  d ip rosesnya  

permohonan  Penggugat /Te rband ing  I /Te rmohon  Kasas i  

o leh  Terguga t / - Pembanding  I ,  sedangkan  di  p ihak  

10

10

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia
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la i n  te rnya ta  Tergugat / - Pembanding  I  hanya  

mener ima  permohonan  yang  d ia j ukan  oleh  ahl i  war is  

DJIE  KHIK  THAN ada lah  per t imbangan  hukum yang  

sa lah .  Yudex  Fact i e  yang  mengadi l i  perka ra  in i  

te rnya ta  t idak  cermat  dalam memeriksa  ala t  bukt i  

dan fakta  hukum yang  te rungkap  dalam pers idangan  

sesuai  bukt i  T – 4,  permohonan  hak  yang  dia jukan  

oleh  ahl i  war i s  DJIE  KHIK  THAN juga  t idak  dapat  

diperoses  sehubungan  dengan  adanya  sura t  

kebera tan  dar i  Penggugat /Te rband ing  I /Te rmohon  

Kasas i .  Dengan  demik ian  sesua i  fak ta  hukum yang  

te rungkap  dalam  pers idangan  te rbuk t i  permohonan  

hak  dar i  Penggugat /Te rband ing  I /Te rmohon  Kasas i  

maupun permohonan  dar i  Ahl i  Waris  DJIE  KHIK THAN 

(Terguga t  I I  In te r vens i / Pemband ing  I I /Pemohon  

Kasas i )  sama- sama  t idak  dapat  diproses  karena  

masih  terdapat  sengketa  (sengke ta  hak  di  

Pengad i l an  Neger i  Kedi r i  dengan  Nomor  Perkara  :  

30/Pdt .G /2006 /PN.  Kdr  (Buk t i  T – 10) .  Oleh  karena  

i t u  t i dak  ada  alasan  bag i  Yudex  Fact i e  untuk  

menyatakan  Sura t  Terguga t /Pemband ing  I  (Buk t i  T – 

6 = Bukt i  P - 4)  t i dak  sesua i  dengan  prosedur  yang  

di t en tukan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku ,  in  casu  Keppres  Nomor  :  32  Tahun  1979  

jo .  Permendagr i  Nomor  :  3  Tahun  1979  dan  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  :  24  Tahun  1997  ser ta  

melanggar  Asas- asas  Umum pemer in tahan  yang  baik  

khususnya  Asas  Persamaan  Per lakuan  dan  Asas  

Popors iona l i t a s .  Atas  dasar  fak ta  te rsebu t  je l as  

per t imbangan  hukum Yudex  Fact i e  t i ngka t  per tama  

yang  dibenarkan  oleh  Yudex  Fact i e  t i ngka t  band ing  

ada lah  per t imbangan  hukum sangat  t i dak  tepa t  dan  

sa lah  da lam  penerapan  hukumnya  seh ingga  Yudex  

Fact i e  te r sebu t  harus  diba ta l kan  :

c. Bahwa  per t imbangan  hukum  Yudex  Fact i e  (V ide  

Putusan  Pengadi l an  Tingka t  Per tama  halaman  35)  
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yang  menyatakan  bahwa persya ra tan  permohonan  hak  

atas  tanah  Negara  bekas  konvers i  hak  bara t  yang  

di t en tukan  oleh  Keppres  Nomor  :  32 Tahun 1979 jo .  

Permendagr i  Nomor  :  3  Tahun  1979  yang  sebag ian  

te lah  dipenuh i  o leh  Penggugat  ada lah  per t imbangan  

hukum yang  sa lah  dan sangat  t i dak  berdasar  hukum.  

Per t imbangan  hukum te rsebu t  hanya  didasarkan  pada  

kete rangan  saks i  yang  dia j ukan  

Penggugat /Te rband ing  I /Te rmohon  Kasas i  dan  fak ta  

yang  te r l i h a t  da lam  pemer iksaan  setempat .  Yudex  

Fact i e  ba ik  t i ngka t  Per tama  maupun  t i ngka t  

band ing  t idak  pernah mempert imbangkan  bukt i - bukt i  

Tergugat  yang  menunjukkan  obyek  tanah  yang  

disengke takan  te rsebu t  mi l i k  a lmarhum Dj ie  Khik  

Than  atau  Al i  Warisnya  (Buk t i  T – lg ,  Bukt i  T – 

1h,  Bukt i  T – 11,  Bukt i  T – 12 b dan Bukt i  12c) .  

Per t imbangan  hukum  yang  demik ian  je l as  bera t  

sebe lah  dan  te rdapa t  kecenderungan  Yudex  Fact i e  

da lam  memer iksa  perkara  in i  berp ihak  kepada  

Penggugat /Te rband ing  I /Te rmohon  Kasas i ;

d. Bahwa  tanah  yang  menjad i  obyek  sengke ta  sesua i  

kete rangan  saks i - saks i  ba ik  dar i  

Penggugat /Te rband ing  I /Te rmohon  Kasas i  maupun 

dar i  Tergugat  I I  In te r vens i /Pemband ing /Pemohon  

Kasas i  ada lah  tanah  dan bangunan  yang  te r l e t a k  di  

Ja lan  Yos  Sudarso  Nomor  74  Kedi r i .  Tanah  dan  

bangunan  te rsebu t  sesua i  dengan  Bukt i  T  –  lg ,  

Bukt i  T –  1h,  Bukt i  T –  11,  Bukt i  T –  12  b dan  

Bukt i  T- 12c  adalah  tanah  negara  bekas  Eigendom 

Verpond ing  Nomor :  1647 (sebag ian )  dan Verpond ing  

Nomor  :  1707  (sebag ian ) .  Dalam bukt i  Bukt i  T – 

lg ,  Bukt i  T –  1h,  Bukt i  T –  11,  Bukt i  T –  12  b 

dan  Bukt i  T  -  12c  te rsebu t  te r ca ta t  pemegang 

haknya  atas  tanah  yang  di j ad i kan  sengketa  ada lah  

atas  nama  ahl i  war is  DJIE  KHIK  THAN (sa lah  

satunya  Tergugat  I I  In te r vens i / Pemband ing  

12

12
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I I /Pemohon  Kasas i ) .  Sela i n  bukt i - bukt i  te r sebu t  

kepemi l i k an  ahl i  war is  DJIE  KHIK THAN atas  obyek  

sengketa  juga  didukung  Bukt i  TI I  In t  -  3,  Bukt i  

Tambahan TI I  In t  – 4,  Bukt i  tambahan  TI I  In t  – 5  

dan  kete rangan  saks i  Tergugat  I I  

In te r vens i / Pemband ing  I I /Pemohon  Kasas i  yang  

bernama  UNTUNG yang  menerangkan  bahwa tanah  dan  

bangunan  yang  di j ad i kan  sengketa  te rsebu t  adalah  

semula  mi l i k  DJIE  KHIK THAN dan sete lah  DJIE  KHIK 

THAN meningga l  dun ia  tanah  obyek  sengketa  bera l i h  

ke  ahl i  war i s  DJIE  KHIK THAN,  Menuru t  kete rangan  

saks i  UNTUNG bangunan  obyek  sengketa  h ingga  saat  

in i  masih  sama  dengan  bangunan  pada  saat  

d i t empat i  DJIE  KHIK  THAN.  Hal  te rsebu t  dapat  

d i l i h a t  dar i  bentuk  genteng  (wuwungan)  t i dak  ada  

perubahan,  anta ra  bangunan  rumah  Nomor  70,  72  

dengan  bangunan  rumah Nomor  74  wuwungannya  masih  

menjad i  satu  kesatuan  hingga  saat  in i .  Jad i  

bentuk  bangunan  obyek  sengke ta  t i dak  te rdapa t  

perubahan  yang  berar t i .  Saks i  mengetahu inya  se jak  

saks i  masih  kanak- kanak  ser i ng  bermain  di  obyek  

tanah  sengketa  te rsebu t .  Jad i  bukan  tanah  negara  

bekas  Verpond ing  Nomor  :  1646  sebaga imana  

dimaksud  dalam  gugatan   Penggugat /Te rband ing  

I /Te rmohon  Kasas i .  Tanah  Negara  bekas  Eigendom 

Verpond ing  te rsebu t  sudah  se lesa i  pengurusan  

haknya  dengan  te rb i t n ya  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  

Nomor  :  347/Ke l .  Pake lan  atas  nama PRAMUDJIE Cs.  

(Buk t i  Tambahan TI I  In t .  – 4)  dan  ser t i f i k a t  Hak 

Mi l i k  Nomor  :  355/Ke l .  Pakelan  atas  nama 

PRAMUDJIE Cs (Buk t i  Tambahan In t . I I  – 5) .  Gugatan  

Penggugat /Te rband ing  I /Te rmohon  Kasas i  yang  

menyebutkan  obyek  tanah  sengketa  ada lah  Tanah  

Negara  bekas  Eigendom  Verpond ing  Nomor  :  1646  

ada lah  sa lah  objek  seh ingga  gugatan  te rsebu t  

menjad i  kabur .  Demik ian  pula  amar  putusan  Yudex  

Hal .  13 dar i  46 hal .  Put .  No.  477 
K/TUN/2007.
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Fact i e  da lam  perkara  in i  but i r  ke  4  yang  

memer in tahkan  kepada  Terguga t /Pemband ing  I  untuk  

mener ima  dan mencata t  da lam buku  tanah  permohonan  

penerb i t an  Keputusan  ta ta  Usaha  Negara  yang  

dimohonkan  oleh  Penggugat /Te rband ing  I /Te rmohon  

Kasas i  berdasarkan  Sura t  Penggugat /Te rband ing  

I /Te rmohon  Kasas i  tangga l  9  Januar i  2006  dan  

tangga l  7  Agustus  2006  ya i t u  berupa  Permohonan  

Hak  atas  tanah  Negara  bekas  Eigendom Verpond ing  

Nomor  1646,  setempat  d ikena l  dengan  di  Ja lan  Yos  

Sudarso  Nomor  74  Kedi r i  sesua i  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  ada lah  

per t imbangan  hukum yang  sa lah ,  o leh  karena  i t u  

putusan  te rsebu t  harus  diba ta l kan ;

e. Bahwa  pada  saat  in i  memang  obyek  sengketa  

dikuasa i  o leh  Penggugat /Te rband ing  I /Te rmohon  

Kasas i ,  akan  te tap i  seharusnya  Maje l i s  Hakim 

Perad i l an  Tingka t  Per tama  mencermat i  atas  dasar  

apa  Penggugat /Terbanding  I /Termohon  Kasasi  

menguasai  obyek tanah  yang disengketakan  tersebut  

?  Dalam keten tuan  Pasa l  Keppres  Nomor  32  Tahun  

1979  di j e l a skan  bahwa  seseorang  yang  mendapat  

pr io r i t a s  atas  tanah  negara  adalah  :

 Tanah  te rsebu t  d ikuasa i  dan  dipe rgunakan  

send i r i  o leh  bekas  pemegang  hak  atau  

war i snya ;

 Tidak  se lu ruhnya  te rkena  proyek  untuk  

penye lenggaraan  kepent i ngan  umum ;

 Dia tasnya  masih  berd i r i  bangunan  mi l i k  bekas  

pemegang  hak,  atau  d ia tasnya  masih  berd i r i  

bangunan  bekas  pemegang  hak  yang  

dipe rgunakan  o leh  pihak  la i n  dengan  suatu  

perse tu j uan  dar i  bekas  pemegang hak;

Sebaga imana  te lah  Terguga t  I I  

In te r vens i /Pemband ing  I I  ura i kan  dalam but i r  ke- 3 

di  atas  dipe ro l eh  fak ta  hukum sebaga i  ber i ku t  :

14

14
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Bukt i  T –  lg ,  Bukt i  T –  1h,  Bukt i  T –  12  B dan 

Bukt i  T- 12  c te lah  membuktikan  pemegang hak atas  

tanah  bekas  Eigendom Verponding  Nomor  1647  dan 

Eigendom  Verponding  Nomor  :  1707  (sebagian)  

adalah  ahl i  waris  DJIE  KHIK  THAN.  

Penggugat /Te rband ing  I /Te rmohon  Kasas i  menguasa i  

obyek  tanah  dan bangunan  yang  d isengke takan  hanya 

atas  dasar  meneruskan sewa dar i  orang tuanya  (YAP 

FON  TJONG).  Sedangkan  orang tua  

Penggugat /Te rband ing  menempati  obyek  tanah  dan 

bangunan  yang  disengketakan  atas  dasar  menyewa 

dar i  DJIE  KHIK  THAN.  (Bukt i  T- 11  dan  Bukt i  

tambahan  TI I  –  In t  - 6) .  Penger t i an  menguasai  

tanah  Negara  bekas  konvers i  hak  bara t  yang  

dimaksud  dalam keten tuan  Keppres  Nomor  :  32 Tahun  

1979 sebaga imana  di je laskan  dalam surat  Pengantar  

Keppres  Nomor  :  32  Tahun  1979  dan  Permendagr i  

Nomor  :  3  tahun  1979  tanggal  30  Agustus  1979  

Nomor  :  Btu.8 /356 /8 / 79  (buk t i  T- 20  a)  ada lah  

pemegang hak yang secara  langsung menguasai  f is i k  

atas  tanah  Negara  yang  dimohonkan  hak  tersebut  

ATAU atas  tanah  negara  tersebut  disewakan kepada 

pihak  la in  oleh  pemegang haknya;

Bukt i  T -  11  dan  Bukt i  Tambahan  TI I  In t .  –  6  adalah  

merupakan  bukt i  bahwa Penggugat /Te rband ing  I /Te rmohon  

Kasas i  meneruskan  hak  sewa  orang tuanya  atas  obyek  

tanah  dan  bangunan  yang  disengke takan  dar i  DJIE  KHIK 

THAN.  Oleh  karena  i t u  berdasarkan  bukt i  T  -  11  dan  

Bukt i  Tambahan  TI I  In t .  –  6  di temukan  fak ta  hukum 

pemegang  hak  atas  tanah  Negara  yang  disengke takan  dan  

bangunan  yang  berd i r i  d ia tasnya  ada lah  mi l i k  DJIE  KHIK  

THAN atau  ahl i  war isnya .   Berdasarkan  fak ta  hukum 

te rsebu t  ada lah  je l as  Tergugat  I I  

In te r vens i /Pemband ing  I I /Pemohon  Kasas i  (ah l i  war i s  

dar i  DJIE  KHIK  THAN)  adalah  pihak  yang  iku t  memi l i k i  

atas  obyek  te rsebu t ,  seh ingga  menuru t  Keten tuan  

Hal .  15 dar i  46 hal .  Put .  No.  477 
K/TUN/2007.
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Keppres  Nomor  :  32 Tahun  1979  jo .  Permendagr i  Nomor  :  

3  tahun  1979  Tergugat  I I  In te r vens i /Pemband ing  

I I /Pemohon  Kasas i  (ah l i  war i s  dar i  DJIE  KHIK  THAN)  

adalah  pihak  yang  harus  mendapat  hak  pr ior i t as  atas  

obyek  tanah  yang  disengketakan  tersebut .  Sedangkan  

Penggugat /Te rband ing  I /Te rmohon  Kasas i  ada lah  hanya  

sebaga i  penyewa  atas  obyek  tanah  dan  bangunan  yang  

disengke takan ,  seh ingga  t i dak  memenuhi   persya ra tan  

keten tuan  Keppres  Nomor  :  32  Tahun  1979  jo .  

Permendagr i  Nomor  :  3  tahun  1979.  Oleh  karena  i t u  

per t imbangan  hukum  Maje l i s  Hakim  Perad i l an  Tingka t  

Per tama  yang  menyatakan  Penggugat /Te rband ing  

I /Te rmohon  Kasas i  te l ah  memenuhi  persyara tan  

permohonan  hak  atas  tanah  Negara  bekas  konvers i  hak  

bara t  yang  di ten tukan  o leh  Keppres  Nomor  :  32  Tahun  

1979  jo .  Permendagr i  Nomor  :  3  tahun  1979  yang  

sebag ian  te l ah  dipenuh i  adalah  sa lah  dalam  penerapan  

hukum dan oleh  i t u  Putusan  Yudex  Fact i e  te rsebu t  harus  

diba ta l kan ;

Menimbang,  bahwa  a lasan- alasan  yang  dia j ukan  oleh  

Pemohon  Kasas i  I I /Pengguga t  da lam  memor i  kasas inya  

te rsebu t  pada pokoknya  ia l ah  :

1. Bahwa,  Pemohon  Kasas i  

dahu lu  Penggugat -

Terband ing - Pembanding  

I I I  menolak  dengan  tegas  

dal i l - da l i l  Tergugat  dan 

Tergugat  I I  In te r vens i -

Pembanding  I  dan  I I  

ser ta  te tap  pada  da l i l -

da l i l  dan  pera tu ran  

Perundang- undangan  yang  

di j ad i kan  dasar  oleh  

Pemohon  Kasas i  dahu lu  

Penggugat - Terband ing -

Pembanding  I I I .

16

16
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2. Bahwa yang  menjad i  obyek  

sengketa  dalam  Perkara  

Nomor:  

92/G.TUN/2006/PTUN.SBY.  

jo .  Nomor  :  

88/B .TUN/2007 /PT.TUN.SBY 

ada lah :  

• Sura t  Tergugat  Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kota  

Kedi r i  No.  500.035 .04 .1721  te r t angga l  4 

September  2006  Per iha l  Permohonan  Pr io r i t a s  

Tanah  Negara .  ( yang  dimin ta  untuk  diba ta l kan  

dan dicabu t )

Selan ju t nya  agar  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  

memer in tahkan  kepada  :

• Tergugat  Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kota  Kedi r i  

untuk  memproses  dan  menerb i t kan  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  dimohonkan  oleh  Pemohon Kasas i  

dahu lu  Penggugat - Terband ing - Pembanding  I I I  

tangga l  9 Januar i  1996 dan tangga l  7 Agustus  2006  

ya i t u  Permohonan  Hak  Atas  Tanah  bekas  Eigendom 

Verpond ing  Nomor  1646,  setempat  dikena l  dengan  

nama  J l .  Yos  Sudarso  No.  74  Kedi r i  sesua i  

Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  ber laku .

3. Bahwa  Permohonan  Hak 

Atas  Tanah  bekas  

Eigendom  Verpond ing  

Nomor  1646,  setempat  

dikena l  dengan  nama J l .  

Yos  Sudarso  No.  74 

Kedi r i  yang  di l akukan  

Pemohon  Kasas i  dahu lu  

Penggugat - Terband ing -

Pembanding  I I I  

mendasarkan  pada :

a. Keputusan  

Pres iden  

Hal .  17 dar i  46 hal .  Put .  No.  477 
K/TUN/2007.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
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Republ i k  

Indones ia  Nomor  

32  Tahun  1979 

ten tang  Pokok-

Pokok  

Kebi j aksanaan  

Dalam  Rangka 

Pember ian  Hak 

Baru  Atas  Tanah 

Asal  Konvers i  

Hak- Hak  Bara t  

jo /  Pera tu ran  

Menter i  Dalam 

Neger i  Nomor  3 

Tahun  1979 

ten tang  

Keten tuan -

Keten tuan  

Mengenai  

Permohonan  dan 

Pember ian  Hak 

Baru  Atas  Tanah 

Asal  Konvers i  

Hak- Hak Bara t .

b. Sura t  Di rek tu r  

Jendera l  Agrar i a  

No.  

Btu .8 /356 /8 / 79  

Per iha l  :  

Keputusan  

Pres iden  No.  32 

Tahun  1979  dan 

Pera tu ran  

Menter i  Dalam 

Neger i  No.  3 

Tahun 1979,

18
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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c. Sura t  Di rek tu r  

Jendera l  Agrar i a  

No.  Btu .  

9/190 /9 - 80 

ten tang  

pelaksanaan  

Keppres  Nomor  :  

32  Tahun  1979 

jo .  Permendagr i  

Nomor  :  3  tahun  

1979.

4. Bahwa  Pemohon  Kasas i  

dahu lu  Penggugat -

Terband ing - Pembanding  

I I I  da lam  Pet i t um  

Gugatannya  ada lah  

sebaga i  ber i ku t  :

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya .

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Sura t  

Tergugat  Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kota  

Kedi r i  tangga l  4  September  2006  No.  

500.035 .04 .1721  Per iha l  Permohonan  

Pr io r i t a s  hak  Tanah Negara .

3. Memer in tahkan  Terguga t  Kepala  kanto r  

Per tanahan  Kota  Kedi r i  untuk  mencabut  

tangga l  4  September  2006  No.  

500.035 .04 .1721  Per iha l  Permohonan  

Pr io r i t a s  Hak Tanah Negara .

4. Memer in tahkan  kepada  Tergugat  Kepala  

Kanto r  Per tanahan  Kota  Kedi r i  untuk  

memproses  dan menerb i t kan  Keputusan  Tata  

Usaha Negara  yang  dimohonkan  berdasarkan  

Sura t  Penggugat  tangga l  9  Januar i  1996  

dan  tangga l  7  Agustus  2006  ya i t u  berupa  

Permohonan  Hak atas  tanah  bekas  Eigendom 

Hal .  19 dar i  46 hal .  Put .  No.  477 
K/TUN/2007.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
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Verpond ing  Nomor  :  1646,  setempat  

dikena l  dengan  Ja lan  Yos  Sudarso  No.  74  

Kedi r  sesua i  Pera tu ran  Perundang-

undangan  yang ber laku .

5. Menghukum  Tergugat  Kepala  Kanto r  

Per tanahan  Kota  Kedi r i  untuk  membayar  

biaya  perkara  yang  t imbu l .

5. Bahwa  dalam  Putusan  

Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Surabaya  tangga l  

20  Maret  2007  Nomor  :  

92/G.TUN/2006/PTUN.SBY.  

amarnya  adalah  sebaga i  

ber i ku t  :

DALAM EKSEPSI  :

- Menolak  ekseps i  Tergugat  ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  

sebag ian  ;

2. Menyatakan  bata l  sura t  Tergugat  Kepala  

Kanto r  Per tanahan  Kota  Kedi r i  tangga l  4 

September  2006  Nomor  :  500.035 .04 - 1721  

per i ha l  Permohonan  Pr io r i t a s  Hak  Tanah  

Negara  ;

3. Memer in tahkan  Terguga t  Kepala  Kantor  

Per tanahan  Kota  Kedi r i  untuk  mencabut  

Sura t  Terguga t  tangga l  4  September  2006  

Nomor  :  500.035 .04 - 1721  per iha l  

Permohonan Pr io r i t a s  Hak Tanah Negara  ;

4. “Memer in tahkan  kepada  Terguga t  untuk  

mener ima  dan  mencata t  da lam  buku  tanah  

permohonan  penerb i t an  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  dimohonkan  oleh  

Penggugat  berdasarkan  Sura t  Penggugat  

tangga l  19  Januar i  2006  dan  tangga l  7 

Agustus  2006  ya i t u  berupa  permohonan  Hak 

20
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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atas  tanah  bekas  Eigendom  Verpond ing  

nomor  1646,  setempat  dikena l  dengan  di  

Ja lan  Yos  Sudarso  No.  74  Kedi r i  sesua i  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku ”  ;

5. Menghukum Tergugat  dan  Para  Tergugat  I I  

In te r vens i  secara  tanggung  ren teng  untuk  

membayar  biaya  yang  t imbu l  da lam perkara  

in i ,  yang  da lam  perad i l an  t i ngka t  

per tama  ada lah  sebesar  Rp.  2.716 .000 , -  

(dua  ju ta  tu j uh  ra tus  enam belas  r i bu  

rup iah )  ;

6. Menolak  gugatan  penggugat  untuk  

se leb ihnya  ;

6. Bahwa  dalam  putusan  

Pengad i l an  Tingg i  ta ta  

Usaha  Negara  Surabaya  

tangga l  18  Ju l i  2007 

Nomor  :  

88/B .TUN/2007 /PT.TUN.SBY

.  amarnya  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  :

I . Mener ima  permohonan  band ing  dar i  

Tergugat /Pemband ing  I ,  Para  Tergugat  I I  

In te r vens i /Pemband ing  I I  dan 

Penggugat  /  Terband ing  /  Pembanding  I I I  

;

I I . Menguatkan  Putusan  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Surabaya  Nomor  :  

92/G.TUN/2006PTUN.SBY tangga l  20  Maret  

2007,  yang dimohonkan  band ing .

I I I . Menghukum Tergugat /Pemband ing  I  dan  

Para  Tergugat  I I  In te r vens i /Pemband ing  

I I  untuk  membayar  biaya  perkara  di  

kedua  t i ngka t  pengad i l an  yang  pada  

t i ngka t  band ing  se jumlah  Rp.  400.000 , -  

Hal .  21 dar i  46 hal .  Put .  No.  477 
K/TUN/2007.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
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(empat  ra tus  r i bu  rup iah ) .

7. Bahwa Yudex  Fact i e  da lam 

per t imbangan  hukumnya 

belum memenuhi  keten tuan  

perundang- undangan  yang  

ber l aku ,  dan  ak iba t  

hukum yang  t imbu l  da lam 

amar  Putusan  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  

Surabaya  Nomor  

92/G.TUN/2006/PTUN.SBY.  

maupun  amar  Putusan  

Pengad i l an  Tingg i  Tata  

Usaha  Negara  Surabaya  

Nomor  :  

88/B .TUN/2007 /PT.TUN.SBY

. ,  cenderung  merug ikan  

Pemohon  Kasas i  dahu lu  

Penggugat - Terband ing -

Pembanding  I I I ,  ha l  

te rsebu t  meskipun  

dida lam  putusan  

Pengad i l an  dinya takan  

menang  dalam  perkara  

in i ,  akan  te tap i  

permohonan  hak  berupa  

Ser t i p i k a t  te tap  t i dak  

bisa  d ip roses  o leh  

Kanto r  Per tanahan  Kota  

Kedi r i  (Terguga t  – 

Pembanding  I ) ,  karena  

putusan  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  pada 

t i ngka t  per tama  dan 

band ing  hanya  

memer in tahkan  Tergugat -

22
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Pembanding  untuk  

mencatat  dan  bukan 

memproses  permohonan 

hak.  

Bahwa  Pemohon  Kasas i  dahu lu  Penggugat - Terband ing -

Pembanding  I I I  hanya  menang  diatas  ker tas  saja  akan 

te tap i  kepent ingannya  te tap  dirugikan .  Sebaga imana  

keten tuan  Pasal  53  Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1986  jo .  

Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  masih  te tap  meleka t  

meskipun  te l ah  dipu tus  oleh  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

dalam t i ngka t  per tama dan t i ngka t  band ing .

8. Bahwa Yudex  Fact i e  da lam 

per t imbangan  hukum 

Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Surabaya  perkara  

Nomor  :  

92/G.TUN/2006/PT.TUN.SBY

.  dan  Pengadi l an  Tingg i  

Tata  Usaha  Negara  

Surabaya  Nomor  

88/B .TUN/2007 /PT.TUN.SBY

.  be lum  mampu 

menyelesa i kan  sengke ta  

yang  dimohonkan  

penye lesa i annya ,  ser ta  

be lum  tepa t  da lam 

menerapkan  hukum  yang  

te rkandung  dalam :

a. Pasal  53  Undang-

Undang  Nomor  5 

Tahun  1986 

ten tang  

Perad i l an  Tata  

usaha  Negara  jo .  

Undang- Undang 

Nomor  9  Tahun 

Hal .  23 dar i  46 hal .  Put .  No.  477 
K/TUN/2007.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
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2004  ten tang  

Perubahan  Atas  

Undang- Undang 

Nomor  5  Tahun 

1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  

Usaha Negara .

b. Keputusan  

Pres iden  

Republ i k  

Indones ia  Nomor  

32  Tahun  1979 

ten tang  Pokok-

Pokok  

Kebi j aksanaan  

Dalam  Rangka 

Pember ian  Hak 

Baru  Atas  Tanah 

Asal  Konvers i  

Hak- Hak Bara t .

c. Pera tu ran  

Menter i  Dalam 

Neger i  Nomor  3 

Tahun  1976 

ten tang  

Keten tuan -

Keten tuan  

mengenai  

Permohonan  dan 

Pember ian  Hak 

Baru  Atas  Tanah 

Asal  Konvers i  

Hak- Hak Bara t .

d. Sura t  Di rek tu r  

Jendera l  Agrar i a  

Nomor  :  

24
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Btu .8 /356 /8 / 79  

Per iha l  :  

Keputusan  

Pres iden  Nomor  :  

32  Tahun  1979 

jo .  Pera tu ran  

Menter i  Dalam 

Neger i  Nomor  :  3 

tahun  1979

e. Sura t  Di rek tu r  

Jendera l  Agrar i a  

Nomor  :  Btu .  

9/190 /9 - 80 

ten tang  

Pelaksanaan  

Keppres  Nomor  :  

32  Tahun  1979 

jo .  Permendagr i  

Nomor  :  3  tahun  

1979.

f . Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  

10  Tahun  1961 

untuk  Permohonan 

Pemohon  Kasas i  

dahu lu  

Penggugat -

Terband ing -

Pembanding  I I I  

tangga l  9 

Januar i  1996.

g. Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  

24  Tahun  1997 

untuk  permohonan  

Pemohon  Kasas i  

Hal .  25 dar i  46 hal .  Put .  No.  477 
K/TUN/2007.
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dahu lu  

Penggugat -

Terband ing -

Pembanding  I I I  

tangga l  7 

Agustus  2006,

Dengan  demik ian  Putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Surabaya  perkara  Nomor  :  92/G.TUN/2006 /PT.TUN.SBY  dan  

putusan  Pengadi l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  

Nomor  88/B .TUN/2007 /PT.TUN.SBY  demi  hukum  patu t  

d ipe rba i k i  o leh  Mahkamah  Agung  RI  dan  mohon  agar  

mengadi l i  send i r i  dengan  amar  putusan  nomor  4  d igan t i  

menjad i :

4.   Memer in tahkan  kepada  Tergugat  Kepala  Kantor  

Per tanahan  Kota  Kedi r i  untuk  memproses  dan menerb i t kan  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dimohonkan  

berdasarkan  Sura t  Penggugat  tangga l  9 Januar i  1996 dan  

tangga l  7  Agustus  2006  ya i t u  berupa  Permohonan  Hak  

Atas  Tanah  bekas  Eigendom Verpond ing  Nomor  :  1646,  

Setempat  dikena l  dengan  Ja lan  Yos  Sudarso  No.  74  

Kedi r i  sesua i  Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  

ber l aku .

9. Bahwa yang  menjad i  dasar   

hukum  Pemohon  Kasas i  

dahu lu  Penggugat -

Terband ing - Pembanding  

ber j uang  memohon 

pr io r i t a s  hak  atas  tanah  

Eigendom  Verpond ing  No.  

1646  dapat  kami  uta rakan  

sebaga i  ber i ku t  :

1. Bahwa  Pemohon  Kasas i  dahu lu  

Penggugat - Terband ing - Pembanding  I I I  

dan  orang  tuanya  te l ah  menguasa i  

tanah  Eigendom  Verpond ing  No.  1646  

te r l e t a k  te r l e t a k  di  J l .  Yos Sudarso  

26
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No.  74  Kedi r i  se jak  tahun  1939  

secara  te rus  menerus  sampai  saat  in i  

(±  50  tahun) ,  dan  pada  tahun  ± 1953  

rumah  Penggugat  te rkena  banj i r  

bandang,  seh ingga  t i dak  layak  untuk  

rumah  t i ngga l ,  se lan ju t nya  pada  

tahun  1958  dan  kemudian  pada  tahun  

1979  pada  saat  pe lebaran  ja l an ,  dan  

se lan ju t nya  pada  tahun  1988  

Penggugat  merubah  bangunan  rumah 

berupa  pen ingg ian  bangunan  rumah 

dengan  I j i n  Mendi r i k an  Bangunan  No.  

1052  Tahun  1988  te r t angga l  18 

Agustus  1988.  Hal  in i  d ipe rs i dangan  

dikua tkan  dengan  kete rangan  saks i  

d ibawah  sumpah  ya i t u  :  saks i  TJAN 

KOK LIANG,  saks i  SURYA SOEDANO dan 

saks i  SUGIANTO.

Bahwa  saks i  SURYA  SOEDANO  dan  SAKSI  SUGIANTO 

menyatakan  dibawah  sumpah  bahwa  mereka  mencabut  

kesaks ian  yang  di tuangkan  dalam  Sura t  Pernya taan  

Penguasaan  Fis i k  Bidang  Tanah,  karena  t i dak  sesua i  

dengan fak ta  sebenarnya .

Bahwa  se la i n  i t u  sura t  Pernya taan  Penguasaan  Fis i k  

Bidang  Tanah  bata l  demi  hukum karena  Sura t  te rsebu t  

tanpa  tangga l ,  dan  se jak  kapan  PRAMUDJIE  menguasa i  

secara  f i s i k  t i dak  dican tumkan.

Bahwa  te lah  je las  pada  gugatan,  Pemohon  Kasasi  

Penggugat - Terbanding- Pembanding  bertempat  t inggal  di  

Jl .  Yos  Sudarso  No.  74  Kota  Kedir i ,  hal  in i  

menunjukkan  tanah  dan  rumah  yang  menjadi  sengketa  

sampai  sekarang  di tempat i  secara  nyata  oleh  Pemohon 

Kasasi  Penggugat - Pembanding.

Hal  in i  te l ah  di ten tukan  dalam  Pasal  4  dan  pasa l  5 

Keputusan  Pres iden  Republ i k  Indones ia  Nomor  32  Tahun  

1979  ten tang  Pokok- pokok  Kebi j aksanaan  Dalam  Rangka  
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Pember ian  Hak  Baru  Atas  Tanah  Asal  Konvers i  Hak- Hak 

Bara t ,  te l ah  menentukan  :

Pasal  4 :

Tanah- tanah  Hak  Guna  Usaha  asa l  konvers i  hak  

bara t  yang  sudah  diduduk i  o leh  rakya t  dan  

di t i n j a u  dar i  sudut  ta ta  guna  tanah  dan  

kese lamatan  l i ngkungan  hidup  leb ih  tepa t  

d ipe run tukkan  untuk  pemukiman atau  keg ia tan  usaha  

per tan ian  akan  diber i k an  hak  baru  kepada  rakya t  

yang  menduduk inya .

Pasal  5 :

Tanah- tanah  perkampungan  bekas  Hak Guna Bangunan  

dan  Hak Pakai  asa l  konvers i  hak  bara t  yang  te lah  

menjad i  perkampungan  atau  diduduk i  rakya t ,  akan  

dibe r i k an  pr io r i t a s  kepada  rakya t  yang  

menduduk inya ,  sete lah  d ipenuh inya  persyara tan -

persya ra tan  yang  menyangkut  kepent i ngan  bekas  

pemegang hak  tanah .

Untuk  se lengkapnya  buny i  Keputusan  Pres iden  

Republ i k  Indones ia  Nomor  32  Tahun  1979  ten tang  

Pokok- Pokok  Kebi j aksanaan  Dalam rangka  Pember ian  

Hak Baru  Atas  Tanah  Asal  Konvers i  Hak- Hak Bara t ,  

dapat  d is imak  sebaga i  ber i ku t  :

S A L I  N A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 1979

TENTANG

POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK BARU

ATAS TANAH ASAL KONVERSI HAK-HAK BARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :  a. bahwa  dalam  rangka  menyelesa i kan  masalah  

yang  di t imbu l kan  karena  berakh i r nya  jangka  

waktu  hak- hak  atas  tanah  asa l  konvers i  hak  

Bara t  pada  se lambat - lambatnya  tangga l  24  

September  1980,  sebaga i  yang  dimaksud  dalam 
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Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1960  ten tang  

Pera tu ran  Dasar  Pokok- pokok  Agrar i a ,  d ipandang  

per l u  untuk  diga r i s kan  pokok- pokok  

keb i j a ksanaan  yang  mengarah  kepada  usaha  untuk  

menunjang  keg ia tan  pembangunan  pada  umumnya 

dan pembangunan  di  b idang  ekonomi  khususnya  ;

                       b. bahwa  pokok- pokok  keb i j aksanaan  

te rsebu t  harus  dapat  menjabarkan  perwujudan  

dar i pada  penataan  kembal i  penggunaan,  

penguasaan  dan  pemi l i k an  tanah  sebaga i  

d imaksud  dalam  Kete tapan  Maje l i s  

Permusyawara tan  Rakyat  Republ i k  Indones ia  

Nomor  IV /MPR/1978  ser ta  catu r  te r t i b  dib i dang  

per tanahan  seper t i  te rcan tum  dalam  REPELITA 

KETIGA ;

                       c. bahwa  karena  syara t - syara t  

pember ian  dan  penguasaan  hak- hak  atas  tanah  

asa l  konvers i  hak  bara t  sebaga i  yang  d imaksud  

di  atas  sudah  t i dak  sesua i  lag i  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  

maka  penye lesa iannya  per lu  di l akukan  dengan  

pember ian  hak  baru  ;

Menginga t      :  1.  Pasal  4 ayat  (1 )  jo .  Pasa l  33 ayat  

(3 )  Undang- Undang Dasar  1945 ;

2. Kete tapan  Maje l i s  Permusyawara tan  Rakyat  

Republ i k  Indones ia  Nomor  IV /MPR/1978  ;

3. Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1960  ten tang  

Pera tu ran  Dasar  Pokok- Pokok  Agrar i a  

(Lembaran  Negara  Tahun  1960  Nomor  104,  

Tambahan Lembaran  Negara  Nomor 2043 )  ;

4. Keputusan  Pres iden  Nomor  7  Tahun  1979  

ten tang  Rencana  Pembangunan  Lima  tahun  

Ket iga  (REPELITA)  1979/80  – 1983/84  ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan  :  KEPUTUSAN  PRESIDEN  REPUBLIK  INDONESIA 

TENTANG POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN DALAM RANGKA 

Hal .  29 dar i  46 hal .  Put .  No.  477 
K/TUN/2007.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBERIAN HAK BARU ATAS TANAH ASAL  KONVERSI 

HAK-HAK BARAT.

Pasal   1

(1 ) Tanah hak  guna usaha,  hak  guna  

bangunan  dan  hak  paka i  asa l  

konvers i  hak  bara t ,  yang  

jangka  waktunya  akan  berakh i r  

se lambat - lambatnya  pada  

tangga l  24  September  1980,  

sebaga imana  yang  dimaksud  

dalam  undang- undang  Nomor  5 

Tahun  1960  pada  saat  

berakh i r nya  hak  yang  

bersangku tan  menjad i  tanah  

yang  dikuasa i  langsung  o leh  

negara .

(2 ) Tanah- tanah  te rsebu t  ayat  (1 ) ,  

d i t a t a  kembal i  penggunaan,  

penguasaan  dan  pemi l i k annya  

dengan memperhat i kan  :

a. masa

lah  

ta ta  

guna 

tana

hnya  

;

b. sumb

er  

daya  

alam 

dan 

l i ng

kung

an 

hidu
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p ;

c. kead

aan 

kebu

n 

dan 

pend

uduk

nya  

;

d. renc

ana 

pemb

angu

nan 

di  

daer

ah ;

e. kepe

nt i n

gan-

kepe

nt i n

gan 

beka

s 

peme

gang 

hak  

dan 

peng

gara

p 

tana

h/pe

nghu
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ni  

bang

unan

.

Pasal   2

Kepada  bekas  pemegang  hak  yang  memenuhi  syara t  dan  

mengusahakan  atau  menggunakan  send i r i  

tanah /bangunan,  akan  dibe r i kan  hak  baru  atas  

tanahnya ,  kecua l i  apab i l a  tanah  tanah  te rsebu t  

d ipe r l u kan  untuk  proyek- proyek  pembangunan  bag i  

penye lenggaraan  kepent i ngan  umum.

Pasal   3

Kepada  bekas  pemegang  hak  yang  t i dak  dibe r i k an  hak  

baru  karena  tanahnya  dipe r l ukan  untuk  proyek  

pembangunan,  akan  d ibe r i kan  gant i  rug i  yang  

besarnya  akan  d i t e t apkan  o leh  suatu  Pani t i a  

Penaks i r .

Pasal   4

Tanah  –  tanah  Hak  Guna  Usaha  asa l  konvers i  hak  

Bara t  yang  sudah  d iduduk i  o leh  rakya t  dan  d i t i n j a u  

dar i  sudut  ta ta  guna  tanah  dan  kese lamatan  

l i ngkungan  hidup  tepa t  d ipe rgunakan  untuk  pemukiman  

atau  keg ia tan  usaha  per tan ian ,  akan  dibe r i k an  hak  

baru  kepada  rakya t  yang  menduduk inya .

Pasal   5

Tanah- tanah  perkampungan  bekas  Hak  Guna  Bangunan  

dan  Hak  Pakai  asa l  konvers i  hak  bara t  yang  te lah  

menjad i  perkampungan  atau  diduduk i  rakya t ,  akan  

dibe r i k an  pr io r i t a s  kepada  Rakyat  yang  

menduduk inya ,  sete lah  d ipenuh inya  persyara tan -

persya ra tan  yang  menyangkut  kepent i ngan  bekas  

pemegang hak  tanah .

Pasal   6

Hak  Guna Usaha,  Hak  Guna Bangunan,  Hak  Paka i  asa l  

konvers i  hak  bara t  yang  dimi l i k i  o leh  Perusahaan  

Mi l i k  Negara ,  Perusahaan  Daerah  ser ta  Badan- Badan 
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Negara  dibe r i  pembaharuan  hak  atas  tanah  yang  

bersangku tan  dengan  memperhat i kan  keten tuan  

te rsebu t  Pasal  1.

Pasal   7

Masalah- masalah  yang  t imbu l  sebaga i  ak iba t  

pe laksanaan  keb i j a ksanaan  yang  diga r i s kan  

berdasarkan  Keputusan  Pres iden  in i ,  d ise lesa i kan  

oleh  Menter i  Dalam Neger i  dengan  mendengar  Menter i -

Menter i  yang  bersangku tan .

Pasal   8

Keputusan  Pres iden  in i  mula i  ber laku  pada  tangga l  

d i te t apkan .

Di te t apkan  di  Jakar ta .

Pada  tangga l  8  Agustus  

1979

Disa l i n  sesua i  dengan as l i nya  oleh PRESIDEN  REPUBLIK 

INDONESIA,

    SEKRETARIAT NEGARA R. I t .  t .  d.

S O E H A R T O

Disa l i n  sesua i  dengan buny inya .

DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA

Kepala  Bagian  Tata  Usaha,

Drs .  Soej i t n o  Tard jo

NIP.010063296.

10.  Bahwa Pera tu ran  

Menter i  Dalam Neger i  

Nomor 3 Tahun 1979 

ten tang  Keten tuan-

keten tuan  Mengenai  

Permohonan dan Pember ian  

Hak Baru  Atas  tanah  Asal  

Konvers i  Hak- Hak Bara t ,  

berbuny i  sebaga i  ber i ku t  

:
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR :  3 TAHUN 1979

Tentang

KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PERMOHONAN DAN PEMBERIAN 

HAK BARU ATAS TANAH ASAL KONVERSI HAK-HAK BARAT

____________

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :bahwa  per lu  d iga r i s kan  keb i j a ksanaan  secara  

menyelu ruh  mengenai  penye lesa i an  tanah- tanah  hak  

guna  usaha,  hak  guna  bangunan  dan  hak  paka i  asa l  

konvers i  hak- hak  bara t  yang  menuru t  keten tuan  

Undang- Undang  No.  5  tahun1960  akan  berakh i r  masa 

ber l akunya  se lambat - lambatnya  pada  tangga l  24  

September  1980.

Menginga t 1. Undang- Undang  Nomor  5  tahun  1960  ten tang  

Pera tu ran  Dasar  Pokok- Pokok  Agrar i a  ;

2. Undang- Undang  Nomor  28 

tahun  1956  ten tang  

Pengawasan  te rhadap  

Pemindahan  Hak  atas  

Tanah- Tanah  Perkebunan  

yo  Undang- Undang  No.  29 

tahun  1956  ten tang  

Pera tu ran - Pera tu ran  dan 

Tindakan- Tindakan  

mengenai  Tanah- Tanah 

Perkebunan  ;

3. Undang- Undang  Nomor  51 

Prp  tahun  1960  ten tang  

la rangan  Pemakaian  Tanah 
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Tanpa  I j i n  yang  berhak  

atau  kuasanya  ;

4. Undang- Undang  Nomor  5 

tahun  1974,  ten tang  

Pokok- Pokok  Pemer in tahan  

di  Daerah  ;

5. Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  10  tahun  1961 

ten tang  Pendaf ta ran  

Tanah ;

6. Keputusan  Pres iden  Nomor  

32  tahun  1979  ten tang  

pokok- pokok  

keb i j a ksanaan  Dalam 

Rangka  Pember ian  Hak 

Baru  Atas  Tanah  Asal  

Konvers i  Hak- Hak Bara t  ;

7. Pera tu ran  Menter i  

Agrar i a  Nomor  2  tahun  

1960  ten tang  pelaksanaan  

Beberapa  keten tuan  

Undang- Undang  Pokok  

Agrar i a  ;

8. Pera tu ran  Menter i  

Agrar i a  No.  13  tahun  

1961  ten tang  Pelaksanaan  

Konvers i  Hak  Eigendom 

dan  Hak- Hak la i nnya  yang  

aktanya  belum digan t i  ;

9. Pera tu ran  Menter i  

Agrar i a  No.  7 tahun  1965 

ten tang  Pedoman 

Pelaksanaan  Konvers i  Hak 

Eigendom  te rsebu t  da lam 

ayat  3 yo  ayat  5 pasa l  1 

keten tuan - keten tuan  
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konvers i  Undang- Undang 

Pokok  Agrar i a  yang  

dibebankan  dengan  hak  

opsta l  atau  er fpach t  

untuk  perumahan ;

10. Pera tu ran  Menter i  Dalam 

Neger i  No.  2  tahun  1970 

ten tang  Penye lesa ian  

konvers i  hak- hak  bara t  

menjad i  hak  guna usaha  ;

11. Pera tu ran  Menter i  Dalam 

Neger i  No.  6  tahun  1972 

ten tang  pel impahan  

wewenang  Pember ian  Hak 

Atas  Tanah ;

12. Pera tu ran  Menter i  Dalam 

Neger i  No.  5  tahun1973  

ten tang  Keten tuan  – 

Keten tuan  mengenai  Tata  

Cara  Pember ian  Hak  Atas  

Tanah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  PERATURAN  MENTERI  DALAM  NEGERI  TENTANG 

KETENTUAN –  KETENTUAN MENGENAI  PERMOHONAN DAN 

PEMBERIAN HAK BARU ATAS TANAH ASAL  KONVERSI 

HAK-HAK BARAT.

B A B  I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Tanah  hak  guna  usaha,  hak  guna  bangunan  

dan  hak  paka i  asa l  konvers i  hak  bara t  yang  

menuru t  keten tuan  Undang- Undang  No.  5  tahun  

1960  berakh i r  masa  ber laku  se lambat - lambatnya  

pada  tangga l  24  September  1980,  pada  saat  

36
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berakh i r nya  hak  yang  bersangku tan  menjad i  

tanah  yang  dikuasa i  langsung  o leh  Negera  dan  

dise lesa i kan  menuru t  keten tuan - keten tuan  dalam 

Keputusan  Pres iden  No.  …tahun  1979  dan  

Pera tu ran  in i .

Pasal   2

1) Tanah  bekas  hak  guna  usaha,  hak  guna  

bangunan,  hak  paka i  asa l  konvers i  hak  bara t  

yang  dimaksud  dalam  pasa l  1,  pada  dasarnya  

akan  dise lesa i kan  dengan  menentukan  kembal i  

perun tukan  dan  penggunaannya  ser ta  

memperhat i kan  syara t - syara t  yang  menuru t  

pera tu ran  perundangan  agra r i a  yang  ber laku  

harus  d ipenuh i  o leh  pemohon.

2) Dalam  menentukan  kembal i  perun tukan  dan  

penggunaan  tanah  sebaga i  yang  d imaksud  da lam 

ayat  (1 )  pasa l  in i  d iperha t i k an  kesesua ian  

phis i k  tanahnya  dengan  usaha- usaha  yang  akan  

di l akukan  dia tasnya  dan  rencana- rencana  

pembangunan  didaerah  yang  bersangku tan  demi  

ke les ta r i an  sumber  daya  dan  kese lamatan  

l i ngkungan  hidup .

3) Penentuan  kembal i  perun tukan  dan  penggunaan  

tanah  sebaga i  d imaksud  dalam  ayat  (1 )  dan  

(2 )  pada l  in i  d i l akukan  Oleh  Menter i  Dalam 

Neger i .

Pasal   3

1) Set iap  orang  dan  badan  hukum 

yang  mempunya i  hak  guna 

usaha,  hak  guna  bangunan  dan 

hak  paka i  atas  tanah  asa l  

konvers i  hak  bara t  yang  

dimaksud  dalam  pasa l  1,  dan  

masih  memer lukan  tanah  yang  

bersangku tan  waj i b  mengajukan  

permohonan  hak  baru ,  
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sepan jang  dipenuh i  syara t -

syara t  yang  di te t apkan  da lam 

pera tu ran  in i .

2) Permohonan  yang  dimaksud  

dalam  ayat  (1 )  pasa l  in i  

waj ib  dia jukan  dalam tenggang  

waktu  se lambat - lambatnya  pada  

tangga l  24 September  1980.

Pasal   4

J ika  t i dak  ada  pihak  yang  memenuhi  syara t  

sebaga imana  dimaksud  da lam pasa l  2,  pasa l  3,  7  

dan  12  maka  perun tukan  san  penggunaan  tanah  

yang  bersangku tan  se lan ju t nya  akan  di te t apkan  

oleh  Menter i  Dalam Neger i  dengan  memperhat i kan  

keten tuan  dalam psa l  10,  11 dan 13.

Pasal  5

Keten tuan - Keten tuan  dalam  pera tu ran  in i  

ber l aku  juga  bag i  hak  guna  usaha,  hak  guna  

bangunan  dan  hak  paka i  atas  tanah  has i l  

konvers i  yang  berakh i r  sebe lum  tangga l  24 

September  1980,  dan  sampai  saat  ber lakunya  

pera tu ran  in i  be lum dapat  d ise lesa i kan .

Pasal   6

Permohonan  te rsebu t  da lam  pasa l - pasa l  

d ia tas  dise lesa i kan  menuru t  keten tuan  dalam 

Pera tu ran  in i  dan  ta ta  cara  yang  d ia tu r  da lam 

Pera tu ran  Menter i  Dalam  Neger i  No.  5  tahun  

1973  ser ta  keten tuan - keten tuan  la i nnya  yang  

ber l aku .

B A B   I I .

HAK GUNA USAHA ASAL KONVERSI HAK BARAT

Pasal   7.

1) Hak  –  hak  Usaha  baru  yang  

dimaksud  dalam  pasa l  2  akan  

dibe r i k an  kepada  bekas  
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pemegang haknya  j i k a   :

a. Dipenuh i  persyara tan  

yang  di t e t apkan  dalam 

pasa l  2 dan 3 ;

b. Kebun  yang  

bersangku tan  menuru t  

pene l i t i a n  Pani t i a  

Pemer iksaan  Tanah 

(Pan i t i a  B) ,  berada  

dalam  keadaan  baik  

dan  diusahakan  

send i r i  o leh  bekas  

pemegang haknya;

c. Area l  perkebunan  

te rsebu t  t i dak  

se lu ruhnya  dipe r l ukan  

untuk  pembangunan  

proyek  -  proyek  bagi  

penye lenggaraan  

kepent i ngan  umum.

d. Bekas  pemegang  haknya  

bukan  suatu  

perusahaan  yang  

se lu ruhnya  atau  

sebag ian  modalnya  

ada lah  modal  as ing .

2) Pember ian  hak  guna usaha  yang  

dimaksud  dalam ayat  (1 )  pasa l  

in i  t i dak  mel ipu t i  bag ian  

area l  tanah  yang  

diduduk i / d i ga r ap  oleh  p ihak  

la i n  dan  te rkena  keten tuan  

pasa l  5  Undang- Undang  No.  

51/Prp /1960  ser ta  yang  

dipe r l u kan  untuk  pembangunan  

proyek- proyek  bagi  
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penye lenggaraan  kepent i ngan  

umum.

Pasal   8

1) Hak  Guna  Usaha  baru  sebaga i  

yang  dimaksud  dalam  pasa l  3 

t i dak  d ibe r i kan  pada  bekas  

pemegang  haknya  j i k a  t i dak  

dipenuh i  syara t  yang  

disebu tkan  dalam pasa l  7.

2) J ika  tanaman  dan  bangunan  

ser ta  mesin - mesin  dan  la i n -

la i n  mi l i k  bekas  pemegang hak  

t i dak  dipe r l ukan  lag i ,  maka 

dengan  menginga t  keten tuan  

pasa l  2  dan  pera tu ran  

perundangan  yang  ber laku ,  

o leh  Menter i  Dalam  Neger i  

dapat  d ipe r i n t ahkan  untuk  

dibongkar .

3) J ika  da lam  tenggang  waktu  

yang  di t e t apkan  t i dak  

di l aksanakan  pembongkarannya ,  

maka  tanaman  dan  bangunan  

ser ta  mesin - mesin  dan  la i n -

la i n  yang  bersangku tan  ja tuh  

pada Negara .

4) Kepada  bekas  pemegang  hak  

guna  usaha  yang  dimaksud  

dalam  ayat  (1 )  pasa l  in i  

dapat  d ibe r i  gant i  rug i  atas  

tanaman  dan  bangunan  ser ta  

mesin - mesin  mi l i knya  yang  

dipe r i n t ahkan  untuk  

dibongkar .

5) Besarnya  gant i  rug i  yang  

dimaksud  ayat  (4 )  pasa l  in i  
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di te t apkan  oleh  Menter i  Dalam 

Neger i   atas  usu l  Pani t i a  

Penaks i r  yang  diben tuk  untuk  

i t u  dan  pembayarannya  

dibebankan  pada  pihak  yang  

mempero leh  sesuatu  hak  atas  

tanah  yang bersangku tan .

Pasal   9

Penye lesa ian  tanah  bekas  hak  guna  usaha  

yang  dimaksud  dalam  pasa l  7  ayat  (1 )  d  akan  

dia tu r  d ida lam pera tu ran  te rsend i r i .

Pasal  10

1) Tanah- tanah  bekas  hak  guna  

usaha  yang  diga rap /d i duduk i  

p ihak  la i n  sebaga imana  

dimaksud  dalam  Undang- Undang 

No.51 /Prp /1960  dan  yang  

menuru t  per t imbangan-

per t imbangan  tekhn i s  ta ta  

guna  tanah  ser ta  rencana  

pembangunan  didaerah  yang  

bersangku tan  dapat  d i j ad i kan  

tempat  pemukiman  penduduk  

atau  usaha  per tan i an ,  akan  

dibe r i k an  dengan  sesuatu  hak  

baru  kepada  mereka  yang  

memenuhi  syara t  menuru t  

pera tu ran  perundangan  agra r i a  

yang  ber l aku ,  sepan jang  tanah  

yang  bersangku tan  t i dak  

dipe r l u kan  untuk  proyek-

proyek  bag i  penye lenggaraan  

umum.

2) Tanah- tanah  yang  d imaksud  

dalam ayat  (1 )  pasa l  in i  yang  

t i dak  dapat  d ipe run tukkan  
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bag i  tempat  pemukiman 

penduduk  atau  usaha  per tan ian  

dise lesa i kan  secara  

te rsend i r i ,  dengan  menginga t  

keten tuan  dalam  pasa l  2  dan  

dengan  memperhat i kan  f i hak -

f i hak  yang  berkepen t i ngan  

ser ta  fak to r - fak to r  khusus  

yang  menuru t  kenyataan  

mempengaruh i  kasus  yang  

bersangku tan .

Pasal   11

Tanah- tanah  bekas  hak  guna  usaha  yang  

t i dak  d ibe r i kan  dengan  hak  baru  kepada  bekas  

pemegang  haknya  dan  t i dak  d igarap /d i duduk i  

o leh  f i hak  la i n  sebaga i  yang  dimaksud  dalam 

Undang- Undang  No.  51/p rp /1960 ,  sepan jang  t i dak  

dipe r l u kan  untuk  proyek- proyek  bag i  

penye lenggaraan  kepent i ngan  umum,  d ise lesa i kan  

sebaga i  ber i ku t  :

a. J ika  dapat  d iusahakan  

kembal i  untuk  budidaya  

perkebunan,  per tan ian ,  

pete rnakan  atau  

per i kanan  akan  dibe r i k an  

dengan  sesuatu  hak  baru  

kepada  f i hak  yang  

memenuhi  syara t  menuru t  

pera tu ran  perundangan  

agra r i a  yang  ber laku .

b. J ika  t i dak  akan  

diusahakan  kembal i  

sebaga i  budidaya  

perkebunan,  per tan ian ,  

pete rnakan  atau  

per i kanan  d ise lesa i kan  
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te rsend i r i ,  dengan  

menginga t  keten tuan  

dalam pasa l  2 dan dengan  

memperhat i kan  pihak-

pihak  yang  

berkepent i ngan  ser ta  

fak to r - fak to r  khusus  

yang  menuru t  

kenyataannya  

mempengaruh i  kasus  yang  

bersangku tan .

B A B  I I I

HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI  ASAL KONVERSI 

HAK-HAK BARAT

Pasal   12

1) Tanah- tanah  bekas  hak  guna  

bangunan  atau  hak  paka i  asa l  

konvers i  hak  bara t  yang  

dimaksud  dalam pasa l  1  dapat  

d ibe r i k an  dengan  sesuatu  hak  

baru  kepada  bekas  pemegang 

haknya  j i ka  :

a. Dipenuh i  

persya ra tan  yang  

di te t apkan  dalam 

pasa l  2  dan 3 ;

b. Tanah  yang  

bersangku tan  

dikuasa i  dan 

digunakan  send i r i  

o leh  bekas  pemegang 

haknya  ;

c. Tidak  se lu ruhya  

dipe r l u kan  untuk  

proyek- proyek  bagi  
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penye lengaraan  

kepent i ngan  umum ;

d. Dia tasnya  berd i r i  

suatu  bangunan  

mi l i k  bekas  

pemegang  hak  yang  

did iami / d i gunakan  

send i r i  ;

e. Dia tasnya  berd i r i  

suatu  bangunan  

mi l i k  bekas  

pemegang  hak,  yang  

did iami / d i gunakan  

oleh  f i hak  la i n  

dengan  perse tu j uan  

pemi l i k  

bangunan/bekas  

pemegang hak.

2) Pember ian  hak  baru  sebaga i  

yang  dimaksud  dalam  ayat  (1 )  

pasa l  in i  d ise lesa i kan  

menuru t  ta ta  cara  yang  dia tu r  

da lam pera tu ran  Menter i  Dalam 

Neger i  No.  5  tahun  1973,  

dengan  keten tuan  ,  bahwa 

menyimpang  dar i  pasa l  5 huru f  

d  Pera tu ran  Menter i  Dalam 

Neger i  te r sebu t ,  maka  untuk  

melengkap i  kete rangan  yang  

dipe r l u kan  guna  mengambi l  

keputusan ,  Kepala  kanto r  

Agrar i a  Kabupaten /Ko tamadya  

atau  pejaba t  yang  di tun j uknya  

melakukan  pemer iksaan  

setempat ,  dengan  membuat  

r i sa l ah  pemer iksaan  tanah .
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Pasal   13

1) Tanah- tanah  bekas  hak  

guna  bangunan  atau  hak  

paka i  asa l  konvers i  hak  

bara t  yang  dimaksudkan  

dalam  pasa l  1,  yang  

menuru t  pera tu ran  

perundangan  yang  ber laku  

je l as  t i dak  dapat  

d ibe r i k an  dengan  hak  

baru  kepada  pemegang 

haknya,  sepan jang  t i dak  

dipe r l u kan  untuk  proyek-

proyek  bag i  

penye lenggaraan  

kepent i ngan  umum,  dapat  

d ibe r i k an  dengan  sesuatu  

hak  kepada  f i hak  yang  

pada  saat  mula i  

ber l akunya  pera tu ran  in i  

nyata - nyata  menguasa i  

dan  menggunakan  secara  

sah.

2) J ika  dia tas  tanah  bekas  

hak  guna  bangunan  atau  

hak  paka i  yang  dimaksud  

dalam ayat  (1 )  pasa l  in i  

te rdapa t  bangunan  mi l i k  

bekas  pemegang hak,  maka 

pemohon  hak  baru  

te rsebu t  waj ib  

menyelesa i kan  soa l  

bangunan  i t u  dengan  

pemegang  hak  yang  

bersangku tan  sesua i  

dengan  pera tu ran  
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perundangan  yang  

ber l aku .

Pasal  14

Tanah- tanah  beks  hak  guna  bangunan  atau  hak  

paka i  yang  t i dak  te rmasuk  golongan  pasa l  12  dan  

13  dise lesa i kan  secara  te rsend i r i ,  dengan  

menginga t  keten tuan  dalam  pasa l  12  dan  13  

dise lesa i kan  secara  send i r i ,  dengan  menginga t  

keten tuan  dalam pasa l  2  dan  dengan  memperhat i kan  

f i hak - f i hak  yang  berkepen t i ngan  ser ta  fak to r -

fak to r  khusus  yang  menuru t  kenya taannya  

mempengaruh i  kasus  yang  bersangku tan .

B A B  IV

L A I  N  -  L A I  N

Pasal   15

Fihak - f i hak  yang  secara  nyata  menguasa i  

tanah  bekas  konvers i  hak  bara t  yang  dimaksud  

dalam  pera tu ran  in i  ,  se lama  belum  dise lesa i kan  

menuru t  keten tuan  pasa l - pasa l  d ia tas ,  waj ib  

memel iha ra  tanah /bangunan  dan  la i n - la i n  yang  ada  

dia tasnya  secara  baik .

Pasal   16

1) Dalam hal  akan  di l akukan  pemindahan  hak  guna  

usaha,  hak  guna  bangunan  dan  hak  paka i  asa l  

konvers i  hak  bara t ,  sebe lum  pembuatan  akta  

di l akukan ,  d iper l ukan  i j i n  te r l eb i h  dahu lu  

sebaga imana  dia tu r  da lam  Pera tu ran  Menter i  

Dalam Neger i  No.  6 tahun  1972

2) I j i n  yang  dimaksud  dalam ayat  (1 )  pasa l  in i  

hanya  dibe r i k an  j i ka  pener ima  hak  memenuhi  

syara t  untuk  mempero leh  hak  baru  menuru t  

Pera tu ran  in i .

3) Permohonan  i j i n  yang  d imaksud  da lam ayat (2 )  

pasa l  in i  harus  dia jukan  kepada  pejaba t  

te rsebu t  pada  ayat  (1 )  se lambat - lambatnya  

tangga l  24  Jun i  1980,  dengan  mempergunakan  
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daf ta r  i s i an  yang  d ised iakan .

4) Sete lah  mempero leh  i j i n  te rsebu t  da lam ayat  

(2 )  pasa l  in i  dan  te lah  di l aksanakan  

bal i knamanya,  maka  permohonan  untuk  

mempero leh  hak  baru  d ise lesa i kan  berdasarkan  

pera tu ran  in i ,

B A B  V 

P E N U T U P

Pasal   17

Pera tu ran  in i  mula i  ber laku  pada  tangga l  

d i te t apkan ,  

Agar  set i ap  orang  dapat  mengetahu inya  maka 

Pera tu ran  in i  akan  dimuat  da lam Ber i t a  Negara  

Republ i k  Indones ia .

11.  Bahwa  Pemohon  Kasas i  dahu lu  Penggugat - Terband ing -

Pembanding  I I I  ada lah  penghun i  obyek  sengke ta  yang  

ber i t i k ad  baik ,  ha l  in i  d ipe rkua t  dengan:

1. Sura t  Pember i  Tahu  Penetapan  Ipeda  

dalam Kotamadya  Kedi r i  Tahun 1970 atas  

nama Yop Fan Tjong  (  Ayah Penggugat  ) .

2. Sura t  Pember i  Tahu  Penetapan  Ipeda  

dalam Kotamadya  Kedi r i  Tahun 1971 atas  

nama Yop Fan Tjong  (  Ayah Penggugat  ) .

3. Sura t  Tanda  Pembayaran  Ipeda  dalam 

Kotamadya  Kedi r i  Tahun  1972  atas  nama 

Yop Fan Tjong  (  Ayah Penggugat  ) .

4. Sura t  Tanda  Pembayaran  Ipeda  dalam 

Kotamadya  Kedi r i  Tahun  1973  atas  nama 

Yop Fan Tjong  (  Ayah Penggugat  ) .

5. Sura t  Pember i t ahuan  Pajak  Teru tang  

Pajak  Bumi  dan  bangunan  tahun  1987  

atas  nama Jap Joe Jan.

6. Sura t  Pember i t ahuan  Pajak  Teru tang  

Pajak  Bumi  dan  Bangunan  tahun  1988  

atas  nama Jap Joe Jan.

7. Sura t  Pember i t ahuan  Pajak  Teru tang  
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Pajak  Bumi  dan  Bangunan  tahun  1989  

atas  nama Jap Joe Jan.

8. Sura t  Pember i t ahuan  Pajak  Teru tang  

Pajak  Bumi  dan  Bangunan  tahun  2003  

atas  nama Yoel i yan to .

9. Sura t  Pember i t ahuan  Pajak  Teru tang  

Pajak  Bumi  dan  Bangunan  tahun  2004  

atas  nama Yoel i yan to

10. Sura t  Pember i t ahuan  Pajak  Teru tang  

Pajak  Bumi  dan  Bangunan  tahun  2005  

atas  nama Yoel i yan to .

11. Sura t  Pember i t ahuan  Pajak  Teru tang  

Pajak  Bumi  dan  Bangunan  tahun  2006  

atas  nama Yoel i yan to .

Kesemuanya  sesua i  dengan  as l i nya  menjad i  bukt i  Pemohon 

Kasas i  dahulu  Penggugat - Terband ing - Pembanding  I I I  da lam 

perkara  in i .  Atas  dasar  bukt i - bukt i  te rsebu t  d ia tas  

bera r t i  obyek  sengketa  dikuasa i  mula i  dar i  ayah  

Penggugat - Pembanding  dan sampai  sekarang  di  kuasa i  mula i  

dar i  ayah  Penggugat - Pembanding  dan  sampai  sekarang  di  

kuasa i  Pemohon  Kasas i  dahu lu  Penggugat - Terband ing -

Pembanding  I I I .

Bahwa  secara  fak ta  orang  tua  Pemohon  Kasas i  dahu lu  

Penggugat - Terband ing - Pembanding  I I I  menempat i  se jak  

tahun  1939  dan  di l an j u t k an  oleh  Pemohon  Kasas i -

Penggugat - Terband ing - Pembanding  se jak  tahun  1950  secara  

te r t i b  mambayar  pa jaknya ,  seh ingga  dapat  d is impu lkan  

bahwa  yang  berhak  mendapat  pr io r i t a s  ada lah  Penggugat -

Pembanding .

Bahwa berdasarkan  keten tuan  Pasal  4  Undang- Undang Nomor 

12  Tahun  1985  Jo.  Undang- Undang  Nomor  12  tahun  1994  

tentang  PBB d isebu tkan  bahwa  Subyek  Pajak  ada lah  orang  

atau  badan  yang  secara  nyata  mempunyai  hak  atas  bumi  dan  

atau  mempero leh  manfaat  atas  bumi  dan  atau  memi l i k i ,  

menguasa i  dan atau  mempero leh  manfaa t  atas  bangunan.

Bahwa pada  angka  romawi  I I  pada  angka  1  dan  sete rusnya  
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Sura t  Di rek tu r  Jendera l  Agrar i a  Nomor  :  Btu .8 /356 /8 /79  

Per iha l  :  Keputusan  Pres iden  No.  32  Tahun  1979  dan  

Pera tu ran  Menter i  Dalam  Neger i  No.  3  Tahun  1976  

menentukan  sebaga i  ber i ku t  :

I I .  TATA CARA PERMOHONAN HAK BARU ATAS TANAH NEGARA ASAL 

KONVERSI HAK BARAT :

1. Sebaga i  t i t i k  awal  dar i  proses  

permohonan  dan  pember ian  hak  atas  

tanah  Negara  asa l  konvers i  hak  

Bara t ,  harus lah  te r l eb i h  dahu lu  ada  

permohonan  dar i  bekas  pemegang  hak  

yang  bersangku tan  ataupun  pihak  

yang  memenuhi  syara t ,  menuru t  

keten tuan - keten tuan  yang  te l ah  

dia tu r  d ida lam  Pera tu ran  Menter i  

Dalam  Neger i  No.  5  Tahun  1973  

ten tang  keten tuan - keten tuan  

mengenai  ta ta  cara  pember ian  hak  

atas  tanah  yo  Pera tu ran  Menter i  

Dalam  Neger i  No.  6  Tahun  1972  

ten tang  Pel impahan  wewenang 

pember ian  hak  atas  tanah .

2. Permohonan  te rsebu t  se lan ju t n ya  

akan  dip roses  menuru t  ta ta  cara  

yang  di t e t apkan  dalam  kedua  

Pera tu ran  Menter i  Dalam  Neger i  

Tersebu t  dengan  memperhat i kan  

keten tuan - keten tuan  d ida lam  

Pera tu ran  Menter i  Dalam Neger i  No.  

3  Tahun  1976  te rsebu t  d ia tas  dan  

petun juk - petun juk  la i n  yang  bi l a  

dipandang  per lu  akan  dike lua rkan  

oleh  Menter i  Dalam Neger i  (Pasa l  3 

dan  6  Pera tu ran  Menter i  Dalam 

Neger i  No.  3 Tahun 1979)

Bahwa  untuk  se lengkapnya  Sura t  Di rek tu r  Jendera l  Agrar i a  
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Nomor  :  Btu .8 /356 /8 / 79  Per iha l  :  Keputusan  Pres iden  No.  32 

Tahun  1979  dan  Pera tu ran  Menter i  Dalam Neger i  No.  3  Tahun  

1979,  adalah  sebaga i  ber i ku t  :

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

Nomor :  Btu .8 /356 /8 /79        JAKARTA,  30 

Agustus  1979

Lampi ran :  2  (dua)  ex. KEPADA 

YTH

Per iha l :  Keputusan  Pres iden  No.  32 1.  SDR.  GUBERNUR 

KEPALA DAERAH

  Tahun 1979 dan Pera tu ran  2.  SDR.BUPATI  /  

WALIKOTAMADYA

  Menter i  Dalam Neger i  No.  3 KEPALA DAERAH 

  Tahun 1979. - SELURUH INDONESIA

  ______________________

Bersama in i  d isampaikan  dengan hormat ,

1. Keputusan  Pres iden  No.  

32  Tahun  1979  ten tang  

Pokok- pokok  

keb i j a ksanaan  Dalam 

Rangka  Pember ian  Hak 

Baru  Atas  Tanah  Asal  

Konvers i  Hak Hak Bara t .

2. Pera tu ran  Menter i  Dalam 

Neger i  No.  3  Tahun  1979 

ten tang  keten tuan-

keten tuan  Mengenai  

Permohonan  dan  Pember ian  

Hak Baru  Atas  Tanah  Asal  

Konvers i  Hak Hak Bara t .

Dengan pen je lasan  sebaga i  ber i ku t  :

I . U M U M.

1. Menuru t  Undang- Undang No.  5 Tahun 1960  

(UUPA)  Dik tum kedua  pasa l  I ,  I I I  dan V 
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hak- hak  atas  tanah  asa l  konvers i  Hak 

Bara t  akan  berakh i r  masa  ber lakunya  

se lambat - lambatnya  tangga l  24 

September  1980  dan  karenanya  se jak  

saat  i t u  menjad i  tanah  yang  langsung  

dikuasa i  o leh  Negara .  Untuk  mengatu r  

ak iba t - ak iba t  hukum  dar i  keten tuan  

te rsebu t  dan  menentukan  sta tus  hukum 

ser ta  penggunaan/perun tukkannya  leb ih  

lan ju t  dar i  tanah  te rsebu t ,  te lah  

dike lua rkan  Keputusan  Pres iden  No.  32 

Tahun  1979  ten tang  pokok- pokok  

Kebi j aksanaan  Dalam  Rangka  Pember ian  

Hak Baru  Atas  Tanah  Asal  Konvers i  Hak 

Bara t ,  dan  sebaga i  t i ndak  lan ju t  dar i  

Keputusan  Pres iden  te rsebu t  te l ah  

dike lua rkan  Pera tu ran  Menter i  Dalam 

Neger i  No.  3 Tahun 1979.

Maksud  dar i  pada  kedua  Pera tu ran  Perundangan  te rsebu t  

kecua l i  menegaskan  sta tus  tanah  sebaga i  tanah  yang  

dikuasa i  langsung  o leh  Negara  pada  saat  berakh i r nya  

hak  atas  tanah  asa l  konvers i  hak  bara t ,  juga  

dimaksudkan  untuk  menggar i skan  keb i j aksanaan  secara  

menyelu ruh  dalam  rangka  menata  kembal i  penggunaan,  

penguasaan  dan pemi l i k an  tanah  sebaga imana  dikehendak i  

o leh  TAP MPR No.  IV /MPR/78  ten tang  Gar is - Gar i s  Besar  

Haluan  Negara  ser ta  catu r  Ter t i b  dib idang  per tanahan  

seper t i  d imaksud  dalam Repel i t a  Ket iga .

2. Berakh i r nya  hak  atas  tanah  asa l  

konvers i  Hak- Hak Bara t  pada tangga l  24 

September  1980  merupakan  pr ins i p  yang  

te l ah  diga r i s kan  dida lam  UUPA dengan  

maksud  untuk  benar - benar  dapat  

mengakh i r i  ber lakunya  s isa  hak- hak  

bara t  atas  tanah  di  Indones ia  dengan  

sega la  s i f a t - s i f a t nya  yang  t i dak  

Hal .  51 dar i  46 hal .  Put .  No.  477 
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sesua i  dengan  Pancas i l a  dan  UUD;45,  

o leh  karena  i t u  hak  atas  tanah  asa l  

konvers i  hak  bara t  te r sebu t  t i dak  akan  

dipe rpan jang  lag i .

3. Untuk  menentukan  sta tus  tanah  dan 

mengatur  hubungan  hukum anta ra  tanah  

dengan  orang- orang  atau  badan- badan  

hukum  yang  masih  memer lukan  tanah  

te rsebu t ,  akan  dibe r i k an  hak- hak  baru  

atas  dasar  per t imbangan- per t imbangan  

dan  kr i t e r i a - kr i t e r i a  yang  sepenuhnya  

bersumber  pada  U.U.P.A . ,  G.B.H.N. ,  

Catur  Ter t i b  d ib i dang  per tanahan  dan  

Delapan  Ja lu r  Pemerataan  Pembangunan.  

Kebi j aksanaan  pokok  yang  melandas i  

penataan  kembal i  penggunaan,  

penguasaan  dan  pemi l i k an  tanah  

sebaga imana  di tuangkan  di  da lam 

Pera tu ran  Menter i  Dalam Neger i  No.  3 

tahun  1979  te rsebu t  d ia tas  te l ah  

di te t apkan  dalam  Keputusan  Pres iden  

No.  32  tahun  1979  yang  pada  pokoknya  

menggar i skan  agar  usaha- usaha  penataan  

kembal i  te rsebu t  d ia tas  benar - benar  

dapat  mewujudkan  :

a. Ef f i s i e ns i  penggunaan  tanah  dalam  ar t i  

sesua i  dengan  azas- azas  pemanfaa tan  tanah  

secara  opt imum,  les ta r i  dan  kese imbangan  

untuk  berbaga i  keper l uan ,  bers i f a t  

conver t i b l e ,  ser ta  mewujudkan  usaha- usaha  

untuk  memel iha ra  ke les ta r i an  dan  mencegah  

kerusakan  sumber  daya  a lam dan  l i ngkungan  

hidup ,  Oleh  karena  i t u  dida lam  menentukan  

penggunaannya  harus  didasarkan  pada  

perencanaan  penggunaan  tanah  dan 

rencarana  pembangunan  di  daerah .  (pasa l  2 
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Pera tu ran  Menter i  Dalam  Neger i  No.  3 

Tahun 1979) .

b. Pr ins i p - pr ins i p  kead i l an ,  o leh  karena  i t u  

harus  memperhat i kan  kepent i ngan -

kepent i ngan  penduduk ,  pengusaha  atau  

bekas  pemegang  hak.  (Pasa l  1  ayat  (2 )  

Keputusan  Pres iden  No.  32 tahun  1979) .

Usaha- usaha  untuk  mewujudkan  pr ins i p - pr ins i p  

te rsebu t  d ia tas  pada  hakeka tnya  te tap  d idasarkan  

pada  keten tuan  dasar  sebaga imana  te l ah  d i t uangkan  

dalam pasa l  33 ayat  (3 )  – UUD ’45  dan pasa l  6 UUPA,  

oleh  karena  i t u  kepent i ngan  masyaraka t  yang  leb ih  

luas  harus lah  te tap  diu tamakan.

4. Yang  dimaksud  dengan  rencana  

pembangunan  didaerah  ia l ah  rencana  

pembangunan  yang  di l aksanakan  

disesua tu  lokas i  te r t en t u ,  ba ik  ha l  

i t u  merupakan  program  pembangunan  

pusat / sek to r a l  maupun  program 

pembangunan  daerah .  Dengan  demik ian  

t i dak  se la l u  harus  ada  Rencana  

Pembangunan  Daerah  leb ih  dulu ,  ha l  

mana  d imaksudkan  untuk  menghindar i  

adanya  hambatan- hambatan  penye lesa ian  

masalah- masalah  tanah  d i  daerah- daerah  

atau  lokas i - lokas i  yang  mungk in  be lum 

te rcakup  da lam  Rencana  Pembangunan  

Daerah.

5. Untuk  mencegah  te r j ad i nya  kes impang  

s iu ran  dida lam  menentukan  kembal i  

perun tukan  dan  penggunaan  tanah  

te rsebu t ,  maka  wewenang  untuk  i t u  

langsungd ipegang  oleh  Menter i  Dalam 

Neger i  (Pasa l  2  ayat  (3 )  Pera tu ran  

Menter i  Dalam  Neger i  No,  3  Tahun  

1979) .
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Di  da lam  melaksanakan  tugas  in i  Menter i  Dalam Neger i  

akan  te tap  melaksanakan  Pera tu ran  Perundangan  Yang 

ber l aku  dan diban tu  oleh  Gubernur /Bupa t i /Wa l i k o t amadya  

Kepala  daerah  sebaga i  waki l  Pemer in tah  Pusat  d i  daerah  

masing- masing  ser ta  Apara tu r  Agrar i a  ba ik  di t i n gka t  

Pusat  maupun di t i n gka t  Daerah,  mela lu i  ja l u r  h ie ra r k i  

dan organ i sas i  yang  te l ah  ada.

Dengan  demik ian  je l as  bahwa 

Gubernur /Bupa t i /Wa l i k o t amadya  Kepala  Daerah  dan Apara t  

Agrar i a  di  daerah  t i dak  dibenarkan  mengambi l  

keb i j a ksanaan  send i r i - send i r i  menyimpang  dar i  gar i s  

keb i j a ksanaan  ataupun  ja l u r  h ie ra r k i  dan  organ isas i  

yang  te lah  di t e t apkan  oleh  Menter i  Dalam Neger i .

Berhubung  dengan  i t u  apab i l a  

Gubernur /Bupa t i /Wa l i k o t amadya  Kepala  Daerah  dan Apara t  

Agrar i a  didaerah  menghadap i  ha l - ha l  yang  menimbulkan  

keragu- raguan  dida lam  menyelesa i kan  sesuatu  kasus ,  

harus lah  ha l  i t u  dimin takan  petun juk - petun juk  dar i  

Menter i  Dalam Neger i  leb ih  dahulu .  Demik ian  juga  da lam 

kasus- kasus  te r t en tu  Menter i  Dalam  Neger i  akan  

member ikan  petun juk - petun juk  leb ih  lan ju t  walaupun  

t i dak  d imin ta  o leh  Apara t  Agrar i a  di  Daerah.

I I . TATA CARA PEMOHONAN HAK BARU ATAS TANAH NEGARA 

ASAL KONVERSI HAK BARAT :

1. Sebaga i  t i t i k  awal  dar i  proses  

permohonan  dan  pember ian  hak  atas  

tanah  Negara  asa l  konvers i  hak  

bara t ,  harus lah  te r l eb i h  dahulu  ada  

permohonan  dar i  p ihak  bekas  

pemegang  hak  yang  bersangku tan  

ataupun  pihak  yang  memenuhi  syara t ,  

menuru t  keten tuan - keten tuan  yang  

te l ah  dia tu r  d ida lam  Pera tu ran  

Menter i  Dalam  Neger i  No.  5  tahun  

1973  ten tang  Keten tuan  –Keten tuan  

mengenai  ta ta  cara  pember ian  hak  
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atas  tanah  yo  Pera tu ran  Menter i  

Dalam  Neger i  No.  6  Tahun  1972  

ten tang  pe l impahan  wewenang 

pember ian  hak  atas  tanah .

2. Permohonan  te rsebu t  se lan ju t n ya  

akan  dip roses  menuru t  ta taca ra  yang  

te l ah  di te t apkan  da lam  kedua  

Pera tu ran  Menter i  da lam  Neger i  

te rsebu t  dengan  memperhat i kan  

keten tuan - keten tuan  d ida lam  

Pera tu ran  Menter i  Dalam Neger i  No.  

3  Tahun  1979  te rsebu t  d i  atas  dan  

petun juk - petun juk  la i n  yang  bi l a  

dipandang  per lu  akan  dike lua rkan  

oleh  Menter i  Dalam Neger i  (Pasa l  3 

dan  6  Pera tu ran  Menter i  Dalam 

Neger i  No.  3 Tahun 1979) .

I I I . PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI  OLEH PEMOHON 

UNTUK MEMPEROLEH HAK GUNA USAHA.

1. Permohonan  te rsebu t  seharusnya  harus  

dika j i  dengan  kr i t e r i a  dan 

persya ra tan - persya ra tan  sebaga i  

te rcan tum  dalam  Pera tu ran  Menter i  

da lam  Neger i  No.  3  Tahun  1979  dan 

khususnya  pasa l  2,  3,  7,  12,  13  dan  

14.

Dalam pasa l  2  di ten tukan  persyara tan - persya ra tan  yang  

bers i f a t  umum,  di l i h a t  dar i  sudut  pandangan  objek t i f  

yang  berhubungan  dengan  fak to r  tanah  dan  rencana  

penggunaan  tanah  da lam  rangka  pembangunan  di  Daerah.  

Dalam  pandangan  in i  aspek- aspek  ta ta  guna  tanah ,  

ke les ta r i an  sumber  daya  alam  dan  kese lamatan  

l i ngkungan  hidup  harus  benar - benar  diper t imbangkan  

secara  objek t i f  dan  diga r i s kan  dalam  bentuk  rencana  

pembangunan  didaerah  seh ingga  benar - benar  merupakan  

kr i t e r i a  yang  bers i f a t  ob jek t i f  atau  t i dak  
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digan tungkan  pada  sub jek  yang  berkepen t i ngan  dengan  

tanah  te rsebu t .

Apabi l a  rencana  pembangunan  didaerah  in i  akan  membawa 

perubahan- perubahan  dengan  ak iba t  yang  jauh  da lam ta ta  

ruang  daerah  pedesaan  atau  daerah  perko taan ,  dan  

ak iba t  yang  luas  dalam pengatu ran  hak- hak  atas  tanah ,  

maka  rencana  pembangunan  di  daerah  te rsebu t  sebe lum 

di l aksanakan  memer lukan  pengesahan  leb ih  dahu lu  dar i  

Menter i  Dalam Neger i .

2. Mengenai  persyara tan - persyara tan  

yang  dimaksud  dalam  pasa l  3  te lah  

diu ra i kan  da lam angka  I I  d i  atas .

3. Persyara tan - persyara tan  pasa l  7 

khusus  di t u j u kan  pada  permohonan-

permohonan  atas  tanah  bekas  hak  guna  

usaha  untuk  per tan ian  dalam  ar t i  

luas ,  dengan  demik ian  mencakup  

keg ia tan - keg ia tan  usaha- usaha  

perkebunan,  pete rnakan ,  per i kanan .  

Kepada  bekas  pemegang  hak  akan  

dibe r i k an  hak  guna  usaha  baru  

apab i l a  disamping  memenuhi  syara t -

syara t  yang  diu ra i kan  pada  angka  I I  

dan  I I I  te rsebu t  d ia tas ,  juga  

memenuhi  syara t - syara t  te rsebu t  d i  

bawah in i  :

a) Menuru t  Pemer iksaan  Pani t i a  Pemer iksa  Tanah  

(Pan i t i a  B)  kebun  te rsebu t  da lam  keadaan  

baik ,  dan d iusahakan  send i r i .

b) Tidak  diduduk i  o leh  rakya t .  Kalau  ada 

bag ian - bag ian  yang  diduduk i  o leh  rakya t ,  

maka  bagian - bag ian  te rsebu t  t i dak  akan  

dibe r i k an  pembaruan  hak.

c) Tidak  te rkena  pembangunan  proyek- proyek  bag i  

penye lenggaraan  kepent i ngan  umum.

Kalau  ada  bagian- bag ian  yang  te rkena  pembangunan  
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proyek- proyek  untuk  kepent i ngan  umum,  maka  bag ian  

te rsebu t  akan  d ike lua r kan  dar i  area l  perkebunan.

Kalau  se lu ruh  area l  tekena  pembangunan  proyek- proyek  

untuk  kepent i ngan  umum,  maka dengan  send i r i n ya  t i dak  

akan  diadakan  pembaharuan  hak  guna  usahanya  (pasa l  7 

ayat  (1 )  c  dan ayat  (2 )  Pera tu ran  Menter i  Dalam Neger i  

No.  3 tahun  1979) .

Demik ian  juga  ka lau  bekas  pemegang haknya  ada lah  suatu  

perusahaan  yang  se lu ruh  atau  sebag ian  modalnya  ada lah  

as ing ,  maka hak  guna  usahanya  t i dak  akan  dipe rbaharu i  

dan  penye lesa i an  se lan ju t nya  akan  dia tu r  te r send i r i .  

(pasa l  9  Pera tu ran  Menter i  Dalam Neger i  No.  3  tahun  

1979) .

Dalam menghadap i  penye lesa ian  permohonan  hak  guna  

usaha  dimin ta  perha t i an  para  

Gubernur /Bupa t i /Wa l i k o t amadya  Kepala  Daerah  dan Apara t  

Agrar i a  di  daerah ,  per lunya  proses  percepa tan  

pember ian  hak  guna  usaha  atas  tanah  perkebunan  yang  

diusahakan  dengan  ba ik  dan  memenuhi  persyara tan -

persya ra tan  te rsebu t  d ia tas ,  o leh  karena  i t u  atas  

perkebunan  yang  diusahakan  dengan  baik  dan  t i dak  

mengubah  perun tukan  tanah  yang  dimohonkan  (perubahan  

bud idaya  tanaman  perkebunan)  ser ta  memenuhi  

persya ra tan - persya ra tan  te rsebu t  dalam pasa l  2,3  dan 7 

Pera tu ran  Menter i  Dalam Neger i  No.  3 tahun  1979  t i dak  

dipe r l u kan  adanya  fa twa  ta ta  guna  tanah  sebaga imana  

dimaksudkan  dalam Pera tu ran  Menter i  Dalam Neger i  No.  3  

Tahun 1979 ten tang  Fatwa Tata  Guna Tanah.

Mengenai  tanah  bekas  hak  guna  usaha  yang  t i dak  

memenuhi  persyara tan - persyara tan  te rsebu t  d ia tas ,  akan  

di te t apkan  leb ih  lan ju t  perun tukkannya  oleh  Menter i  

Dalam Neger i  sete lah  mendengar  usu l - usu l  dar i  Gubernur  

Kepala  Daerah  setempat ,  dengan  memperhat i kan  aspek-

aspek  ta ta  guna  tanah ,  kepent i ngan  pembangunan  

didaerah  te rsebu t ,  kepent i ngan  penduduk  dan  

kepent i ngan  bekas  pemegang  hak  yang  memang di l i n dung i  
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oleh  hukum.

Misa lnya  kemungk inan- kemungk inan  mendapatkan  gant i  

rug i  atas  bangunan- bangunan  dan  mesin - mesin  pabr i k .  

Besarnya  gant i  rug i  akan  di te t apkan  oleh  suatu  Pani t i a  

Penaks i r  Gant i  Rugi  Perkebunan  sebaga imana  dimaksud  

dalam Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  No.  28/DJA/1974 .

Dalam  pada  i t u  Gubernur /Bupa t i /Wa l i k o t amadya  Kepala  

Daerah  dan  para  pejaba t  Agrar i a  setempat  t i dak  

dibenarkan  memutuskan  send i r i  perun tukan  dan  

penggunaan  atas  tanah- tanah  perkebunan  yang  t i dak  

dipe rbaharu i  hak  guna  usahanya  karena  t i dak  memenuhi  

syara t - syara t  yang  te l ah  d i t en tukan .

Dalam hal  hak  guna usaha  t i dak  diperbaharu i ,  atau  

belum dise lesa i kan  berdasarkan  Pera tu ran  Menter i  Dalam 

Neger i  in i ,  maka bekas  pemegang hak  te tap  berkewaj i ban  

memel iha ra  tanaman  dan  pera la tan  ser ta  bangunan-

bangunan  perkebunan  dengan  baik ,  ser ta  mencegah  

te r j ad i n ya  kerusakan- kerusakan  tanah .

Mencegah  te r j ad i n ya  eros i  dengan  ja l an  memel iha ra  

te ras ,  tanaman  penutup  tanah ,  ta ta  ai r  dsb- nya,  

sebaga imana  layaknya  harus  di l akukan  o leh  seorang  

pemi l i k  perkebunan  yang  baik .  Bekas  pemegang  hak  

di l a r ang  menebang  atau  members ihkan  tanah  bekas  hak  

guna  usaha  dar i  tanaman- tanaman  keras  atau  bangunan-

bangunan  pent i ng  bagi  perkebunan  tanpa  i j i n  te r t u l i s  

dar i  Menter i  Dalam Neger i  atau  pejaba t  yang  di t un j uk .  

Keten tuan - keten tuan  te rsebu t  asa lah  se ja l an  dengan  

keb i j a ksanaan  sebaga imana  diga r i s kan  dalam  pasa l  

15UUPA,  te rmasuk  mengenai  sanks i  p idananya  te rhadap  

pelanggaran  atas  keten tuan  te rsebu t .

Kewaj iban  te rsebu t  d ia tas  ber laku  sampai  saat  tanah  

te rsebu t  d i ten tukan  leb ih  lan ju t  perun tukan  dan  

penggunaannya .  (Pasa l  15  Pera tu ran  Menter i  Dalam 

Neger i  No.  3 tahun  1979) .

4. Yang dimaksud  dengan  pember ian  gant i  

rug i  apab i l a  hak  guna  usaha  t i dak  
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diperbaharu i ,  sebaga imana  d imaksud  

dalam pasa l  2 Keputusan  Pres iden  No.  

32  tahun  1979  dan  pasa l  8  Pera tu ran  

Menter i  Dalam  Neger i  No.  3  Tahun  

1979,  ada lah  gant i  rug i  tanaman-

tanaman  yang  masih  produk t i f  yang  

di tanam  oleh  bekas  pemegang  hak  

sesua i  dengan  besarnya  inves tas i  

modal  yang  te l ah  di l akukan  dan 

pera la t an - pera la t an  pabr i k  ser ta  

bangunan- bangunan  yang  kesemuanya  

masih  harus  dipe r t ahankan  dia tas  

tanah  bekas  hak  guna  usaha  te rsebu t  

karena  alasan- alasan  tekhn i s  ta ta  

guna  tanah  dan  ef i s i ens i  ker j a  

perkebunan.  Gant i  rug i  dapat  juga  

dibayarkan  atas  tanaman- tanaman 

produk t i f  dan  pera la tan - pera la tan  

pabr i k  ser ta  bangunan  yang  

dipe r i n t ahkan  oleh  Menter i  da lam 

Neger i  untuk  pembangunan  proyek-

proyek  untuk  penye lenggaraan  

kepent i ngan  umum.

Sedangkan  mengenai  gant i  rug i  atas  hak  tanah  t i dak  

dibe r i k an ,  karena  pada  tangga l  24  September   1980  

jangka  waktu  ber lakunya  hak  te rsebu t  memang  sudah  

berakh i r .  Hal  in i  merupakan  persyara tan  adanya  hak  

guna  usaha,  yang  mengika t  bagi  pemegang  hak  dan  sudah  

dike tahu i  se jak  tangga l  24  September  1960  (D ik t um  

KEDUA pasa l  I  dan I I I  UUPA).

Besarnya  gant i  rug i  akan  diusu l kan  oleh  Pani t i a  

Penaks i r  dan  dibebankan  kepada  f i hak  yang  akan  

mempero leh  sesuatu  hak  atas  bekas  hak  guna  usaha  

te rsebu t  untuk  membayarnya .  Besarnya  gant i  rug i  

d i t e t apkan  oleh  Menter i  Dalam  Neger i  dengan  sura t  

keputusan .  Dalam keadaan  te r t en t u  dengan  memperhat i kan  
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dan  menginga t  per t imbangan- per t imbangan  ta ta  guna  

tanah ,  kese lamatan  l i ngkungan  hidup  dan  sumber  daya  

alam,  Menter i  Dalam  Neger i  dapat  memer in tahkan  agar  

pemegang  hak  guna  usaha  members ihkan  tanah  bekas  hak  

guna usaha  atas  biaya  bekas  pemegang hak.

Apabi l a  per i n t ah  te rsebu t  t i dak  di l aksanakan  dalam 

jangka  waktu  yang  te lah  di te t apkan ,  Menter i  Dalam 

Neger i  Berhak  Melaksanakan  pengosongan  tanah  te rsebu t  

dar i  sega la  tanaman,  pera la t an  dan  bangunan- bangunan  

yang  ada  dia tas  tanah  te rsebu t  tanpa  pembayaran  gant i  

rug i  atas  biya  bekas  pemegang hak.

5. Mengenai  tanah- tanah  bekas  hak  guna  

usaha  yang  sudah  diduduk i  rakya t  

atau  yang  te rkena  pasa l  5  Undang-

Undang No.  51 Prp  1960  pada  dasarnya  

akan  dibe r i k an  pr io r i t a s  kepada  para  

petan i  penggarap  untuk  mempero leh  

hak  mi l i k  atas  tanah  te rsebu t ,  

sepan jang  menuru t  perencanaan  

penggunaan  tanah  dan  azas- azas  ta ta  

guna  tanah  sebaga imana  diu ra i kan  di  

da lam  angka  I ,  t i t i k  3  dia tas ,  

pember ian  hak  kepada  para  petan i  

penggarap  i t u  t i dak  akan   merusak  

sumber  daya  alam,  l i ngkungan  h idup  

dan  ke les ta r i a n  tanah  (pasa l  10  dan  

2 Pera tu ran  Menter i  Dalam Neger i  No.  

3 Tahun 1979) .

Berhubung  dengan  i t u ,  pember ian  hak  kepada  para  petan i  

penggarap  harus  didasarkan  pada  fa twa  ta ta  guna  tanah  

seper t i  d imaksud  dalam Pera tu ran  Menter i  Dalam Neger i  

No.  3  tahun  1978,  dan  rencana  pembangunan  d i  daerah ,  

o leh  karenanya  te r l eb i h  dahu lu  harus  diadakan  

inven ta r i s a s i  lengkap  dan  pene l i t i a n  secara  mendalam 

mengenai  aspek- aspek  ta ta  guna  tanah ,  ekonomi  dan  

sos ia l .
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6. Rencana  Gubernur  Kepala  Daerah  untuk  

member ikan  tanah- tanah  bekas  

perkebunan  yang  sudah  d iduduk i  o leh  

rakya t  harus  dia j ukan  leb ih  dahu lu  

kepada  Menter i  Dalam  Neger i  untuk  

mendapatkan  perse tu j uan ,  d ise r t a i  

fa twa  ta ta  guna  tanah  dan  rencana  

pembangunan  di  daerah ,  ser ta  

pendapat  dar i  Pani t ya  B.  Sete lah  ada 

perse tu j uan  te r t u l i s  dar i  Menter i  

Dalam  Neger i  ten tang  rencana  

te rsebu t ,  baru  

Gubernur /Bupa t i /Wa l i k o t amadya  Kepala  

Daerah  dan  Apara t  Agrar i a  d idaerah  

dipe rbo lehkan  mengadakan  keg ia tan  

operas iona l  d ia rea l  te rsebu t  (pasa l  

10  dan  2  pera tu ran  Menter i  Dalam 

Neger i  No.  3 tahun  1979) .

7. Tanah- tanah  bekas  hak  guna  usaha  

yang  te rkena  keten tuan  Undang- Undang 

No.  51  Prp .  1960,  dan  atas  

per t imbangan- per t imbangan  tekhn i s  

ta ta  guna  tanah ,  ke les ta r i a n  sumber  

daya  alam dan  kese lamatan  l i ngkungan  

hidup  t i dak  dapat  d ibe r i k an  dengan  

sesuatu  hak  untuk  pemukiman  atau  

usaha  per tan i an  musiman,  di  

pr io r i t a s kan  perun tukaan  dan 

penggunaannya  untuk  usaha- usaha  

bers i f a t  meles ta r i k an  sumber  daya  

alam  dan  mencegah  kerusakan  

l i ngkungan  hidup .  Sete lah  te r l eb i h  

dahu lu  diadakan  penye lesa ian  masalah  

pendudukan  rakya t  secara  tun tas  

menuru t  keten tuan - keten tuan  dalam 

Undang- Undang  No.  51  Prp.  1960.  
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Menginga t  masalahnya  sangat  kompleks  

maka  masalah- masalah  semacam  in i  

d ise lesa i kan  kasus  demi  kasus  dengan  

memperhat i kan  fak to r - fak to r  khusus  

(pasa l  10  ayat  (2 )  Pera tu ran  Menter i  

Dalam Neger i  No.  3 tahun  1979) .

Tata  cara  untuk  menyelesa i kan  tanah- tanah  semacam in i  

sudah  dia tu r  da lam  Undang- Undang  No.  51  Prp.1960  dan  

sampai  sekarang  masih  te tap  ber laku .  Apabi l a  sudah  ada  

kesepaka tan  anta ra  rakya t  penggarap ,  dengan  Gubernur  

Kepala  Daerah  setempat  atau  pejaba t  yang  di tun j uk  

untuk  mengatas i  masalah  pendudukan  rakya t  te rsebu t ,  

seh ingga  te rcapa i  penye lesa ian  yang  tun tas ,  maka 

Gubernur  Kepala  Daerah  mengusu lkan  cara - cara  

penye lesa i an  te rsebu t  kepada  Menter i  Dalam  Neger i  

d ise r t a i  rencana  perun tukan  dan  penggunaan  tanah  

te rsebu t .

8. Tanah- tanah  bekas  hak  guna  usaha  

yang  t i dak  dibe r i k an  dengan  hak  baru  

kepada  bekas  pemegang  hak  dan  t i dak  

diga rap  oleh  rakya t ,  akan  dia tu r  

penggunaannya  untuk  penye lenggaraan  

kepent i ngan  umum,  dibe r i kan  kepada  

pihak  la i n  yang  bermina t  memenuhi  

syara t  untuk  bud idaya  

perkebunan/pe r t an i an  da lam  ar t i  

luas ,  atau  usaha- usaha  la i n  yang  

bers i f a t  fungs i  sos ia l  dan 

meles ta r i k an  sumber  daya  a lam  ser ta  

l i ngkungan  hidup  (pasa l  10  Pera tu ran  

Menter i  Dalam  Neger i  No.  3  tahun  

1979) .

IV . PERSYARATAN  YANG  HARUS  DIPENUHI  UNTUK 

MEMPEROLEH HAK GUNA BANGUNAN ATAU HAK PAKAI .

1. Tanah- tanah  bekas  hak  guna  bangunan  

atau  hak  paka i  asa l  konvers i  hak  
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bara t  yang  berakh i r  masa  ber lakunya  

se lambat - lambatnya  pada  tangga l  24 

September  1980  akan  dibe r i k an  dengan  

hak  baru  kepada  bekas  pemegang  hak  

j i k a  d ipenuh i  persyara tan -

persya ra tan  sebaga imana  diu ra i kan  

dalam angka  I  t i t i k  2 dan  3 te rsebu t  

d i  atas  dan  d ipenuh i  syara t  te rsebu t  

d i  bawah in i :

a. Tanah  te rsebu t  d ikuasa i  dan  

dipe rgunakan  send i r i  o leh  

bekas  pemegang hak.  Perka taan  

dikuasa i  mengandung  

penger t i an  bahwa  di  atas  

tanah  te rsebu t  t i dak  se la l u  

harus  ada  bangunannya;  

mungkin  tanah  te rsebu t  tanah  

kosong  yang  belum  d ibangun  

atau  senga ja  d ikosongkan  

untuk  p la ta ran  park i r  atau  

tempat  jemuran  atau  halaman 

te rbuka .

Yang  pent i ng  dipe rha t i k an  bahwa  tanah  te rsebu t  

d ikuasa i  dan  dipe rgunakan  send i r i  o leh  bekas  

pemegang  hak.  Makna  dikuasa i  d is i n i  bukan  

dimaksudkan  secara  defac to  atau  r i i l  d ikuasa i  

send i r i ,  mela inkan  te rmasuk  tanah- tanah  yang  atas  

dasar  per j an j i a n  yang  sah  dalam  keadaan  disewakan  

atau  d ip i n j amkan  kepada  pihak  ket i ga .

b. Tidak  se lu ruhnya  te rkena  

proyek- proyek  untuk  

penye lenggaraan  kepent i ngan  

umum, dalam hal  sebag ian  dar i  

tanah  te rsebu t  te rkena  proyek  

pembangunan  bag i  

penye lenggaraan  kepent i ngan  
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umum,  maka bag ian  tanah  yang  

te rkena  proyek  te rsebu t  t i dak  

akan  diber i kan  dengan  sesuatu  

hak  baru  kepada  bekas  

pemegang hak.

Adapun  yang  dimaksud  dengan  kepent i ngan  umum dis i n i  

ada lah  kepent i ngan  umum  yang  d imaksud  dalam 

Ins t r uks i  Pres iden  No.  9 Th.  1973  atau  kepent i ngan-

kepent i ngan  yang  oleh  lembaga  kemasyaraka tan  

setempat  yang  sah  disepaka t i  sebaga i  mempunyai  

s i f a t  kepent i ngan  umum.

c. Di  atasnya  berd i r i  suatu  

bangunan  mi l i k  bekas  pemegang 

hak  yang  d id i ami  atau  

dipe rgunakan  send i r i .

d. Dia tasnya  berd i r i  suatu  

bangunan  mi l i k  bekas  pemegang 

hak,  yang  did i ami / d i gunakan  

oleh  pihak  la i n  dengan  

perse tu j uan  pemi l i k  

bangunan/bekas  pemegang  hak.  

Perka taan  perse tu j uan  dis i n i  

bukan  da lam  ar t i  i j i n ,  

mela inkan  da lam  ar t i  ada 

kesepaka tan  atau  persesua ian  

faham  anta ra  bekas  pemegang 

hak/pemi l i k  bangunan  dengan  

penghun i / pemaka i  bangunan,  

oleh  karena  i t u  adanya  bukt i -

bukt i  penag ihan /pembayaran  

sewa  rumah/penggunaan  tanah ,  

juga  dapat  d ipe rgunakan  

sebaga i  bukt i  adanya  

perse tu j uan  anta ra  bekas  

pemi l i k  bangunan/bekas  

pemegang  hak  dengan  penghun i  
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bangunan/pemaka i  tanah .

Kepada  bekas  pemegang  hak  yang  memenuhi  keten tuan-

keten tuan  dalam  pasa l  12  sebaga imana  di j e l a s kan  

dalam  angka  IV  t i t i k  1,  huru f  a,  b,  c  dan  d 

te rsebu t  d ia tas ,  d ibe r i kan  hak  baru  menuru t  ta ta  

cara  yang  sudah  di te t apkan  di  da lam  Pera tu ran  

Menter i  Dalam Neger i  No.  5  th .  1973  jo  No.  6  Th.  

1972.  Dalam  rangka  mempercepat  penye lesa ian ,  maka 

dengan  menyimpang  dar i  keten tuan  da lam  Pera tu ran  

Menter i  Dalam  Neger i  No.  5  Th.  1973,  untuk  

menyelesa i kan  pember ian  hak  berdasarkan  pasa l  12  

Pera tu ran  Menter i  Dalam Neger i  in i ,  t i dak l ah  per lu  

diadakan  Pemer iksaan  o leh  Pani t ya  A secara  lengkap ,  

mela inkan  cukup  apab i l a  d iadakan  konsta te r i n g  

rapor t / pemer i k saan  oleh  Kepala  Kanto r  Agrar i a  

Kabupaten /Ko tamadya  setempat  atau  pejaba t  yang  

di tun j uk  dengan  mempergunakan  daf ta r  i s i an  menuru t  

contoh  te r l amp i r .

Dalam  pada  i t u  kemungk inan  di  daerah- daerah  te l ah  

te r j ad i  perbua tan - perbua tan  hukum  dalam  bentuk  

pemindahan  hak  ataupun  pember ian  hak  baru  atas  

tanah  bekas  hak  guna  bangunan/hak  paka i  asa l  

konvers i  hak  bara t ,  yang  te r j ad i  sebe lum  mula i  

ber l akunya  Edaran  Menter i  Dalam Neger i  tangga l  18 

apr i l  1979  No.  593/3094 /Agra r i a .  Terhadap  kasus-

kasus  semacam in i  sepan jang  yang  bersangku tan  te lah  

memenuhi  kewaj i bannya  baik  yang  berka i t an  dengan  

pemeindahan  haknya  maupun  pernyara tan  dalam  Sura t  

keputusan  pember ian  haknya  dan  te rnya ta  memenuhi  

persya ra tan  sebaga iman  te rcan tum  dalam  pasa l  12 

Pera tu ran  Menter i  Dalam  Neger i  No.  3  Tahun  1979,  

hendaknya  di l akukan  pendaf ta ran  haknya  sebaga imana  

mest inya .  

2. Tanah- tanah  bekas  hak  guna  bangunan  

atau  hak  paka i  asa l  konvers i  hak  

Bara t  yang  berakh i r  masa  ber lakunya  
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se lambat - lambatnya  pada  tangga l  24 

September  1980  dan  je l as  t i dak  dapat  

d ibe r i k an  dengan  hak  baru  kepada  

bekas  pemegang  hak  karena  yang  

bersangku tan  t i dak  memenuhi  

persya ra tan - persya ra tan  yang  

di te t apkan  dalam  Pera tu ran  

Perundangan,  maka  sepan jang  tanah  

te rsebu t  t i dak  dipe r l ukan  untuk  

proyek- proyek  bagi  penye lenggaraan  

kepent i ngan  umum dan  dia tas  tanah  

te rsebu t  t i dak  ada  bangunan  mi l i k  

bekas  pemegang  hak  dapat  d ibe r i kan  

dengan  sesuatu  hak  kepada  pihak  yang  

pada  saat  mula i  ber lakunya  Pera tu ran  

in i ,  ya i t u  pada  tangga l  22  Agustus  

1979  nyata - nyata  menguasa i  dan 

menggunakan  tanah  te rsebu t  secara  

sah  (pasa l  13  Pera tu ran  Menter i  

Dalam Neger i  NO. 3 tahun  1979) .

Yang  dimaksud  dengan  penger t i an  bekas  pemegang 

hak  t i dak  memenuhi  persyara tan - persyara tan  Pera tu ran  

Perundangan  anta ra  la i n  t i dak  memenuhi  persyara tan -

persya ra tan  untuk  menjad i  subyek  hak  guna bangunan/hak  

paka i  menuru t  keten tuan  UUPA,  Pera tu ran  Menter i  Dalam 

Neger i  No.  2 tahun  1970  ten tang  penye lesa ian  konvers i  

hak- hak  bara t  menjad i  hak  guna  bangunan  dan  hak  guna  

usaha  atau  Pera tu ran  Perundangan  la i nnya .

Misa lnya  bekas  pemegang hak  se jak  tangga l  24 September  

1960 t i dak  pernah  datang  untuk  minta  konvers i  hak  atas  

tanahnya  dan  t i dak  d ike tahu i  lag i  kewarganegaraan  dan  

domis i l i n y a ,  Warga Negara  Asing  yang  t i dak  berdomis i l i  

d i  Indones ia ,  badan- badan  hukum yang  sudah  dibubarkan  

atau  dinya takan  sebaga i  organ isas i  te r l a r ang  atau  

Badan- badan  Hukum yang  da lam kenyataannya  sudah  t i dak  

lag i  menja lankan  keta ta  laksanaan  sebaga imana  
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mest inya ,  ya i t u  t i dak  ada  Pengurusan  atau  Pengurus  

t i dak  lengkap ,  t i dak  pernah  membayar  pa jak  perseroan ,  

t i dak  pernah  membayar  pa jak  verpond ing ,  Badan- badan  

hukum yang  dalam keadaan  l i kw idas i .

Apabi l a  dia tas  tanah- tanah  te rsebu t  te rdapa t  

bangunan  mi l i k  bekas  pemegang  hak,  maka  te r l eb i h  

dahu lu  harus  ada  penye lesa ian  mengenai  bangunan  

te rsebu t  dengan  bekas  pemegang  hak  atau  kuasanya  yang  

sah  (pasa l  13  ayat  (8 )  Pera tu ran  Menter i  Dalam Neger i  

No.  3 Tahun 1979) .

Apabi l a  pemi l i k  bangunan  t i dak  dike tahu i  lag i  

a lamat /domis i l i n y a  ataupun  ahl i  war isnya ,  maka ha l  i t u  

dapat  d ise lesa i kan  menuru t  Pera tu ran  Perundangan  

Perda ta  Umum yang  mengatu r  har ta  kekayaan  yang  t i dak  

dike tahu i  pemi l i k nya  (Mela lu i  Bala i  Har ta  

Peningga lan /Weesmaker ) .

3. Keten tuan  dalam pasa l  14  dimaksudkan  

untuk  mengatas i  tanah- tanah  bekas  

Hak  Guna  Bangunan  atau  Hak  Paka i  

yang  t i dak  dapat  d ise lesa i kan  

berdasarkan  keten tuan  da lam pasa l  12  

atau  13,  d isebabkan  oleh  adanya  

konf l i k  kepent i ngan  dan  hak,  anta ra  

kedua  be lah  pihak  yang  t i dak  dapat  

d i ten tukan   dengan  mudah  s iapa  

dian ta ra  p ihak - pihak  i t u  yang  leb ih  

berhak  karena  t i dak   adanya  

kesepaka tan  ataupun  per jan j i a n  

anta ra  kedua  belah  pihak .

Konf l i k  kepent i ngan  dan  hak  in i  sangat  banyak  corak  

ragamnya,  seh ingga  t i dak  mungkin  untuk  penye lesa iannya  

di rumuskan  secara  umum da lam satu  pasa l  atau  beberapa  

pasa l  sa ja .  Oleh  karena  i t u  untuk  kasus- kasus  yang  

mengandung  fak to r  khusus  akan  d ise lesa i kan  te rsend i r i  

kasus  demi  kasus  dengan  te tap  memperhat i kan  

per t imbangan- per t imbangan  ta ta  guna tanah ,  ke les ta r i a n  
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sumber  daya  alam dan  kese lamatan  l i ngkungan  hidup  dan  

kepent i ngan  pihak- p ihak  yang  bersangku tan .  Dalam hal  

in i ,  t i dak  te r t u t up  kemungk inan  pember ian /pe rh i t u ngan  

gant i  rug i  anta ra  kedua  belah  pihak .

Termasuk  da lam golongan  in i  misa lnya  tanah  bekas  

Hak  Guna  Bangunan  yang  dia tasnya  te rdapa t  bangunan  

mi l i k  bekas  pemegang  hak,  te tap i  sudah  mengalami  

perombakan  karena  per in t ah  dar i  Pemer in tah  Daerah  

setempat  yang  berhubungan  dengan  pe laksanaan  

pembangunan  atau  pelebaran  ja l an .  Sedangkan  anta ra  

bekas  pemegang  hak  dan  penyewa  rumah  t i dak  te rdapa t  

per j an j i a n  sewa  menyewa  mela inkan  penempatan  atas  

dasar  penun jukan  dar i  Kanto r  Urusan  Perumahan.

Demik ian  juga  tanah  Hak  Guna Bangunan/Hak  Paka i  asa l  

konvers i  hak  bara t  dengan  bangunan- bangunan  d ia tasnya  

kepunyaan  Badan- badan  hukum yang  sudah  ber tahun- tahun  

di tempat i  p ihak  la i n  atas  dasar  sura t  i j i n  menempat i  

dar i  Kantor  Urusan  Perumahan.

Dalam  menghadap i  kasus- kasus  serupa  te rsebu t  

d ia tas  per l u  te r l eb i h  dahulu  diusahakan  penye lesa ian  

mengenai  bangunan  te rsebu t  anta ra  p ihak - pihak  yang  

bersangku tan .

Kepada  pihak  yang  te l ah  dapat  mencapai  penye lesa ian  

mengenai  bangunan- bangunan  yang  dia tasnya  akan  

didahu lukan  pember ian  hak  atas  tanahnya

Dalam  hal  t i dak  dibe r i k an  pembaharuan  hak  guna  

bangunan  atas  nama bekas  pemegang  hak  atau  belum ada  

penye lesa i an  hak- hak  tanah  menuru t   Pera tu ran  Menter i  

Dalam Neger i  in i ,  maka pihak- pihak  yang  secara  nyata  

menguasa i  tanah  baik  dengan  atau  tanpa  bangunan  

dia tasnya ,  waj ib  memel iha ra  tanah /bangunan  dengan  ba ik  

sebaga imana  layaknya  harus  di l akukan  o leh  seorang  

pemi l i k  yang  ba ik .  Kewaj iban  in i  ber laku  sampai  saat  

d i te t apkannya  perun tukan  dan penggunaan  tanah  te rsebu t  

(pasa l  15  Pera tu ran  Menter i  Dalam Neger i  No.  3  Tahun  

1979) .
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V. LAIN – LAIN :

Untuk  mencegah  adanya  usaha- usaha  yang  akan  

menghindar i  keten tuan - keten tuan  dalam  Pera tu ran  Menter i  

Dalam Neger i  in i  maka set i ap  pemindahan  hak  atas  Hak Guna 

Usaha,  Hak  Guna Bangunan  dan  Hak  Paka i  asa l  konvers i  hak  

bara t  yang  belum  d ise lesa i kan  menuru t  keten tuan - keten tuan  

dalam  Pera tu ran  Menter i  Dalam Neger i  in i ,  d ipe r l u kan  i j i n  

dar i  para  pejaba t  Agrar i a  yang  menuru t  Pera tu ran  Menter i  

Dalam Neger i  No.  SK.  59/DDA/1970  yo  Pera tu ran  Menter i  Dalam 

Neger i  No.  6  Tahun  1972  dibe r i  wewenang  untuk  member ikan  

i j i n  pemindahan  hak.

Dengan  menyimpang  seper l unya  dar i  Pera tu ran  Menter i  Dalam 

Neger i  te rsebu t ,  i j i n  pemindahan  hak  yang  dimaksud   da lam 

pasa l  16  Pera tu ran  Menter i  Dalam  Neger i  in i ,  harus  

dipe ro l eh  pada  saat  sebe lum  di l akukan  pembuatan  Akta  

Pemindahan  hak.

Berhubung  dengan  i t u ,  para  Pejaba t  Pembuat  Akta  Tanah,  

d i l a r ang  membuat  Akta  pemindahan  hak  atas  tanah- tanah  asa l  

konvers i  hak  bara t ,  apab i l a  be lum  ada  i j i n  te r t u l i s  dar i  

pe jaba t  Agrar i a  yang  berwenang.  Keten tuan  in i  d imaksudkan  

untuk  mencegah  t i ndakan- t i ndakan  yang  bers i f a t  speku las i  

atau  ja t uhnya  tanah- tanah  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna 

Bangunan,  Hak  Paka i  yang  akan  hab is  jangka  waktunya  

se lambat - lambatnya  pada  tangga l  24  September  1980  di tangan  

orang- orang  yang  t i dak  akan  dapat  mempero leh  sesuatu  hak  

atas  tanah  te rsebu t  atau  te r j ad i n ya  jua l  be l i / u saha  

memindahkan  hak  atas  tanah- tanah  yang  je l as  t i dak  akan  

dipe rbaharu i  haknya .

I j i n  pemindahan  hak  sebaga imana  dia tu r  dalam pasa l  16  

Pera tu ran  Menter i  Dalam  Neger i  No.  3  Tahun  1979  hanya  

dibe r i k an  j i ka  pener ima  hak
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memenuhi  syara t  untuk  mempero leh  hak  baru ,  dan  sepan jang  

tanah  te rsebu t  memenuhi  persya ra tan - persyara tan  dalam pasa l  

7,  12  dan  13  ser ta  t i dak  d ised iakan  untuk  pembangunan  

proyek- proyek  bag i  penye lenggaraan  kepent i ngan  umum,  t i dak  

te rkena  Undang- Undang  No.  51  Prp  1960,  t i dak  mengandung  

permasa lahan- permasa lahan  yang  harus  d ise lesa i kan  menuru t  

pasa l  14 Pera tu ran  Menter i  Dalam Neger i  No.  3 Tahun 1979.

Berhubung  dengan  i t u  para  pe jaba t  Agrar i a  dida lam  

member ikan  i j i n  pemindahan  hak  harus  benar - benar  mengadakan  

pene l i t i a n  te rhadap  :

1. Apakah  ca lon  pembel i  sete lah  

memi l i k i  tanah /bangunan  

te rsebu t  memenuhi  persya ra tan  

untuk  mempero leh  sesuatu  hak  

baru  atas  tanah  te rsebu t ,  

bera r t i  memenuhi  persyara tan -

persya ra tan  pasa l  7,  12  dan  

13.

2. Tanah  te rsebu t  t i dak  te rkena  

pembangunan  proyek- proyek  

untuk  penye lenggaraan  

kepent i ngan  umum,  t i dak  

te rkena  Undang- Undang  No.  51 

Prp  1960,  dan  pasa l  14 

Pera tu ran  Menter i  Dalam 

Neger i  in i .

Menimbang,  bahwa  te r l epas  dar i  a lasan- alasan  kasas i  

Pemohon  Kasas i  I  dan  Pemohon  Kasas i  I I  te rsebu t ,  maka 

Mahkamah Agung berpendapa t  :

-  bahwa dalam sura t  Tergugat  No.500.035 .04 - 1721  tangga l  4  

September  2006  dalam but i r  2  d inya takan  anta ra  la i n……….,  

maka  te r l eb i h  dahu lu  diusahakan  penye lesa ian  mengenai  

bangunan  yang berd i r i  d ia tas  tanah  te rsebu t  ;

-  bahwa dengan  demik ian  sura t  Tergugat  te rsebu t  (obyek  

gugatan)  be lum  bers i f a t  f i na l  (v i de  Pasa l  1  but i r  3  

Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  sebaga iman  te lah  diubah  
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dengan Undang- Undang No.  9 Tahun 2004)  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  te rsebu t  

d ia tas  Mahkamah  Agung  berpendapa t  bahwa  te rdapa t  cukup  

alasan  untuk  mengabulkan  permohonan  kasas i  yang  dia j ukan  

oleh  Para  Pemohon  Kasas i  I  :  PRAMUDJIE  disebu t  juga  DJIE  

ING HO,  dkk .  dan  Pemohon  Kasas i  I I  :  YOELIANTO (YAP YOE 

YAN)  te rsebu t  dan  membata lkan  putusan  Pengad i l an  Tingg i  

Tata  Usaha  Negara  Surabaya  No.88 /B .TUN/2007 /PT.TUN.SBY.  

tangga l  18  Ju l i  2007  yang  menguatkan  Putusan  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Surabaya  No.92 /G.TUN/2006 /PTUN.SBY.  

tangga l  20  Maret  2007  ser ta  Mahkamah Agung  akan  mengadi l i  

send i r i  perka ra  in i  seh ingga  amarnya  berbuny i  sebaga imana  

yang  akan  disebu tkan  dibawah in i  ;

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  permohonan  kasas i  dar i  

Pemohon Kasas i  I  dan  I I  d ikabu l kan ,  namun gugatannya  t i dak  

dapat  d i te r ima ,  maka  Pemohon  Kasas i  I I  d ihukum  membayar  

biaya  perkara  dalam semua t i ngka t  perad i l a n  ;

Memperhat i kan  pasa l - pasa l  dar i  Undang- Undang  No.  4 

tahun  2004,  Undang- Undang  No.  14  tahun  1985  sebaga imana  

te l ah  diubah  dengan  Undang- Undang  No  5  tahun  2004  dan  

perubahan  kedua  dengan  Undang- Undang  No.  3  tahun  2009,  

Undang- Undang  No.  5  tahun  1986  sebaga imana  te l ah  diubah  

dengan  Undang- Undang  No.  9  tahun  2004  ser ta  pera tu ran  

perundang- undangan  la i n  yang  bersangku tan  ;

M E N G A D I  L I   :

Mengabulkan  permohonan  kasas i  dar i  Para  Pemohon Kasas i  

I  :  1.  PRAMUDJIE  disebut  juga  DJIE  ING  HO,  2  ROSSMINI  

SANTOSO disebut  juga  DJIE  GIOK NIO dan Pemohon Kasasi  I I  :  

YOELIANTO (YAP YOE YAN) te r sebu t  ;

Membata lkan  Putusan  Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha 

Negara  Surabaya  No.88 /B .TUN/2007 /PT.TUN.SBY.  tangga l  18  

Ju l i  2007  yang  menguatkan  Putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Surabaya  No.92 /G.TUN/2006 /PTUN.SBY.  tangga l  20 Maret  

2007 ;

MENGADILI  SENDIRI
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-  Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i t e r ima  ;

Menghukum Pemohon  Kasas i  I I /Pengguga t  untuk  membayar  

biaya  perkara  dalam  semua  t i ngka t  perad i l an  yang  dalam 

t i ngka t  kasas i  in i  sebesar  Rp.  500.000 , -  (L ima  ra tus  r i bu  

rup iah )  ;

Demik ian lah  d ipu tuskan  dalam  rapa t  permusyawara tan  

Mahkamah Agung  pada  har i  :  Kamis ,  tangga l  29 Januar i  2009  

oleh  Mar ina  Sidabuta r ,  SH.MH.  Hakim Agung   yang  di te t apkan  

oleh  Ketua  Mahkamah Agung sebaga i   Ketua   Maje l i s ,  Pro f .D r .  

H.  Ahmad  Sukard ja ,  SH.  dan  Widayatno  Sast roha rd j ono ,  

SH.M.Sc.  Hakim- Hakim  Agung  sebaga i  Anggota ,  dan  diucapkan  

dalam  s idang  te rbuka  untuk  umum pada  har i  i t u  juga  oleh  

Ketua  Maje l i s  beser ta  Hakim- Hakim  Anggota  te rsebu t  dan  

diban tu  o leh  Samir  Erdy ,  SH.MH.  Pani te ra  Penggant i  dengan  

t i dak  d ihad i r i  o leh  para  pihak  ;

Hakim- Hakim Anggota  :  
K e t  u a :
           t t d . /  
t t d . /
Prof .D r .  H.  Ahmad Sukard ja ,  SH.                      Mar ina  
Sidabu ta r ,  SH.MH.
           t t d . /
Widayatno  Sast roha rd j ono ,  SH.M.Sc.

Biaya  – biaya  :  
Pani te ra - Penggant i  :
1.  M e t  e r  a i……………..Rp.     6.000 , -  
t t d . /
2.  R e d a k s i…………….Rp.    5.000 , -                   Samir  
Erdy ,  SH.MH.
3.  Admin is t r a s i  Kasas i…. . .Rp .489 .000 , -
                  Jumlah  ………Rp. 500.000 , -

                                    Untuk Sal inan
                           MAHKAMAH AGUNG R. I .
                                     a.n .  Pani te ra
                    Pani te ra  Muda Tata  Usaha Negara  
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

                                 (ASHADI,  SH.)
                                Nip.  220000754.

Hal .  73 dar i  46 hal .  Put .  No.  477 
K/TUN/2007.
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